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P OMNPERCEPATAN PEMBANGUNAN
ZONAVNTEGRITAS PADA PERADILAN UMUM
TAHUN 2020

‘ §DIREKTORAT/JENDERAL!






- ¢v’ii*;“”' {é
IM‘) '.’;tr')‘ ™ .‘

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya mendorong
peningkatan integritas, performa aparat pengadilan dan kualitas pelayanan pada
masyarakat pencari keadilan. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendorong
terjadinya perubahan yang signifikan di pengadilan, salah satunya adalah upaya untuk
mewujudkan Zona Integritas di seluruh pengadilan.

Outcome dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya WBK / WBBM
di satuan kerja. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap di lingkungan peradilan
diharapkan akan memberikan kontribusi nyata yang dapat mendorong terwujudnya
perilaku aparat peradilan yang berintegritas dan bermartabat. Pedoman ini bersifat
dinamis, dalam arti arahan di dalamnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan
perubahan peraturan, yang mengarah pada terwujudnya zero tolerance approach

(pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan korupsi.

Di tahun 2019, 30 satuan kerja di lingkup peradilan umum telah meraih predikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pada tahun 2020 ini, 155 satuan kerja akan diusulkan
WBK serta 30 satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK diusulkan untuk
mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah
membangun Zona Integritas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
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Sejalan dengan hal tersebut untuk menyamakan persepsi dalam mendorong

percepatan pembangunan Zona Integritas di seluruh Pengadilan Tinggi dan Negeri perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Buku Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) yang tahun sebelumnya telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum.

Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat untuk seluruh pengadilan di
lingkungan peradilan umum dalam rangka mewujudkan Zona Integritas di satuan
kerjanya masing.

Jakarta, 7 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI
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n 2010 tentang
Birokrasi 2010-

n evaluasi terhadap

C Evaluasi Reformasi
nsi Pemerintah dan Pedoman
; Zona  Integritas Menuju
Wilaya cbas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan
Instansi Pemerintah telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
dan Nomor 52 Tahun 2015;




L.

i

4’ F, )
Tahun 1999
ara yang Bersih

=

Kolusi, dan
mor 31 Tahun 1999
'emberantasan Tindak Pidana
aimana telah diubah, dengan

ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi,
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;@pr 7 Tahun
D 13‘11:111'1 Kerja
b é' dan Bad&n

Ay / 1] Peratura hkamal g Nomor 8 Tahun

dan Pembinaan
dan Peradilan di bawahnya;
hkamah Agung Nomor 9 Tahun
16 t g Pedoman Penanganan
Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

SN 10 LI

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
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AMAH AGUNG
L | TA] 2 GUNAN ZONA
F /5 ~ INTEGRITAS MENUJU WI BEBAS DARI

.f.f/ [LAYAH BIROKRASI
AYANI (WBBM) PADA
JNG DAN BADAN PERADILAN DI
B
KESATU - ' Pedoman Pembangunan Zona

Integritas 1uju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilaya..h Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
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as dari Korupsi dan

'4/ h dan Melayani di
KEEMPAT : Tim Penilai nal (TPI) ditetapkan oleh
mah Agung, dengan susunan
Kepala engawasan sebagai ketua dan
Sekrel n Pengawasan dan Auditor Badan

Pengawasan mas1n;-msing sebagai anggota.
KELIMA ¢ Seluruh Satuan Kerja pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya wajib melaksanakan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM).
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SALINAN : Keputus

o f@p~

Wakil | ng Rl Bidang Yudisial;
Wakil ) Agung RI Bidang Non Yudisial;
Para Ketua K camah Agung RI;

Para Pejabat i lingkungan Mahkamah Agung
RI; "
Para Ketua/ Kepala engadilan Tingkat Banding;
Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

10187



(Ll
\\\\\\“
W

, efektif dan efisien,
cepat, tepat, dan
wujudk { vernance o
government menuju aparatur Mal I e
- {dan bebas dari KKN,
serta meningkatnya kapasitas
Dalam perjalanannya, terdapat

meningkatnya
dan akuntabili :-z.»:~
kendala yang dihadapi di antaranya adalah penyalahgunaan
wewenang, praktiicl KKN, diskriminasi dan lemahnya
pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan
aparatur tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis
melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) dengan penetapan satuan kerja (satker) untuk
diusulkan WBK/WBBM.
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.u, = BM'~ tersebut

n Melayani di

i 6 (enam) area
1ataan Tatalaksana,
suatan Akuntabilitas

ditetapkan dalam
" Pedoman Per S .\._menuju WBK dan
WBBM pada i Badan Peradilan di
bawahnya. Se anya. penyelarasan instrumen
men akreditasi, sertifikasi ISO,

mutu, sistermm manajemen anti

Zona Integritas dt
sistem akreditas
penyuapan, audit kine rja dan integritas serta evaluasi reformasi
birokrasi untuk rnen;jlrcderha:nakan pada indikator proses dan
indikator hasil yang lebih fokus dan akurat sesuai kondisi
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sehingga
dapat diterapkan secara lebih mudah dan terintegrasi.
Keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK
dan WBBM harus dilakukan secara intensif, serius dan
sungguh-sungguh vang diwujudkan melalui program dan
tindakan yang nyata secara terpadu dan komprehensif yang
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Sasaran

Sasaran Ped 1 ini adalah terw Judn}'a pembangunan
Zona Integritas m . WBBM pada satuan-satuan
kerja pada Mahkame Badan Peradilan di bawahnya.

D. Pengertian Umum i
Dalam Keputusan ini, yang dim.é;.l{sud dengan:

1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah
predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK
dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam
hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik.
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FUE,

ra b.ﬁhwa Satker
Integritas.
. Satker adalah

i . satuan kerja p: lan Badan Peradilan
\',’- £ v 9 :
Ve di bawahnya \ )
6. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah

‘ Mahkamah Agung yang
-pemla.lan pada Satker dalam
rangka memperole f1:1'1:*.1’11.1j\.1 WBK/WBBM.

7. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah
tim yang dibentuk untulé': ‘melakukan evaluasi terhadap
Satker yang diusulkan menjadi ZI Menuju WBK/ WBBM.
Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian

tim yang di

mempunyai

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan dan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
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tidak tetap.

ruh  pegawainya

ta Integritas dapat
pencanangan

as dengan maksud
kat dapat memantau,
mengawal, n zawasi d peran serta dalam program

kegiatan _ si khususnya di bidang
pencegahan Kk« dan peningkatan kualitas pelayanan
publik. ’

I

5. KPK, ORI, un;: .‘ masyarakat lainnya (Perguruan Tinggi,

tokoh masyarakat/ LSM,' dunia usaha) dapat juga menjadi
saksi pada saat pencanangan ZI.

6. Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan serta
pengembangan ZI pada Mahkamah Agung dan 4 (empat)
Lingkungan Peradilan di bawahnya pada tanggal 19 Januari
2016 di Jakarta disaksikan KPK, ORI dan Kemenpan dan
RB.
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Reviu ole
unsur Keme
6. Penetapan

penetapan

\-

C. Syarat Penetapan WB {/WBB 31

Pemilihan Satker yang dtusu.‘lkan berpredikat WBK/WBBM

dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. merupakan Satker yang penting/ strategis dalam
melakukan pelayanan publik;

2. mengelola sumber daya yang cukup besar;

3. memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi dengan
nilai PMPRB lebih dari 75 pada Satker tersebut;

4. memiliki inovasi unggulan terkait dengan layanan publik;
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komponen
satker yang
kualitas pela
Komponen per

sebagai berikut:

cn.ghasxlkan sasaran
serta peningkatan

iki bobot 60%, dengan rincian

[

No Komponen Pengungklt ](36%22;
1 | Manajemen Perubahan 5%
2 | Penataan Tatalaksana 5%
3 | Penataan Manajemen SDM 15%
4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
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PEMERINTANYANDG BERSIH
DANBEBAS KRN

‘pelayanan (survei
eksternal) (20)

18187




dibentuk untuk
; perubahan melalui
Inovasi di 6 Area
ponen Pengungkit). Tim Kerja
or dalam Pembangunan Zona
menuju ~ WBK/WBBM,  dengan

Integritas
kegiatan:
a) Membentuk Tim Kerja WBK/WBBM dengan
tahapan:
(1) membuat undangan Pembentukan Tim
Kerja WBK/WBBM;
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pihak terkait
untuk membentuk

dengan

ne: _':i tugas dan fungsi;

- berdedikasi;

- tidak bermasalah; dan

- tidak pernah melakukan tindak
pidana serta pelanggaran kode etik
dan disiplin.

(3) rapat penentuan Tim Kerja;
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b)

s menuju

rab vyang ditunjuk
a aksi ZI menuju
‘dimulai, berapa lama,
dicapai).

ebut dilengkapi dengan data

BT e
undat gan, absensi serta foto;
(2) dokumen rencana aksi; dan

(3) dokumen laporan kegiatan penyusunan

rencana aksi ZI.

Dalam dokumen pembangunan ZI menuju
WBEK/WBBM harus ada target-target prioritas
yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI

211187




arn penyusunan target
, oritas Z1; dan
i outusan
o

: tentang rencana
Pémba.n_@.lnan Z1 dan target
prioritas.

Proses Pembangunan ZI menuju WBK/
WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh
personil maupun masyarakat agar tujuan
utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai,
dengan kegiatan:
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sosial,

n laporan sosialisasi.
3) _, aluasi Pembangunan
ZI Menuju WBK/WBBM kégiatan
pemantauan /ma '_' dan evaluasi yang
dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka
pencapaian target pembangunan ZI pada tiap-tiap
komponen, melalui kegiatan:

a) Kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan

sesuai dengan rencana.

23187




"

R

i
3
o

en laporan berkala hasil

dan evaluasi secara

c) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan
monitoring dan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung berupa dokumen hasil monitoring
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i

W
\ \

egiatan sinergitas, pelayanan dan
pengabdian kepada masyarakat;
- press release yang dilakukan oleh
pimpinan satker/pejabat struktural;
- absensi pimpinan satker dan
pejabat struktural; dan
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(2)
(3)

anisasi:

n budaya kerja sebagaimana
Eﬁlp kode etik dan perilaku;
berikan reward dan punishment; dan
membuat laporan kegiatan
pembangunan budaya kerja dan pola
pikir.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan
data dukung:
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n ZI yang melibatkan

masing-masing

b. Penataan Tatalaksana SP“‘;gr ~
Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
sistem, proses dan prosesdur kerja yang jelas, efektif,

efisien dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing program
ini adalah:

271187




L) \-\: .

S—— )
? el >ga.cu pada
R’

OP unit yang
dari SOP yang

t; dan
ersebut dilengkapi dengan

dokumen SOP Satker; dan
dokumen

SOP  Inovasi vang
ditandatangani Pimpinan Satker.

b) Prosedur operasional Satker telah diterapkan.

Memastikan pelaksanaan tugas pegawai

sesuai SOP dengan pemasangan/informasi

tentang alur atau prosedur layanan.
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melalui ke ; em Informasi
rkara (SIPP) dan
] asi SIPP (MIS); dan
pengukuran kinerja Individu
jurnal harian pada aplikasi
: =

~ tersebut dilengkapi dengan

=
Igegia a
; data dukung berupa capture kinerja
j satker melalui aplikasi SIPP, MIS dan
aplikasi SIKEP.
b) Manajemen SDM menggunakan teknologi

informasi.

Operasionalisasi manajemen SDM

menggunakan aplikasi SIPP dan SIKEP.

29187
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unit, operasional
1 kepada publik.
. monitoring dan evaluasi
- pemanfaatan teknologi
si secara bulanan; dan

laporan monitoring dan

- ‘:_'rl : ) ‘-_ .
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung:

- undangan, notula, daftar hadir, foto
rapat; dan

- dokumen monitoring dan evaluasi.
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b)

A, Biaya Perkara,

Perkara,
ngaduan dan Permintaan

elalui website; dan

pandulk/ banner, website dan

Monitoring  dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik.

(1) melakukan rapat monitoring dan
evaluasi tentang keterbukaan informasi
publik; dan

31|187




akuntabilitas
Satker ZI Menuju

ktivitas manajemen SDM
aparatur pada tker ZI Menuju WBK/WBBM;

dan 50 e—

5) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada
Satker ZI Menuju WBK/WBBM.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk

menerapkan Sistem Manajemen SDM, yaitu :

1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

321187
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han pegawal yang

hasil rekrutmen

_ ebutuhan pegawai yang

Menteri PAN dan RB.

but dilengkapi dengan data

kung:

dokumen persetujuan Menteri PAN dan
RB dan BKN;

- dokumen SK Penempatan Pegawai Tidak
Tetap (honorer);

- SK kolektif; dan

- surat perintah melaksanakan tugas dari
kepala Satker.

33|187




t\a'sl pegawai
xn kebijakan
utasi internal
Baperjakat.
Satker melalui
banding/pusat
_ kinerja/TPK) dalam
asi/rotasi antar jabatan (Internal)
pengembangan karir pegawai.

sebut dilengkapi dengan data
[—

dukung: B

- undangan, notula, daftar hadir, foto
rapat mutasi internal/rapat pimpinan/
Baperjakat.

= SK mutasi/rotasi internal; dan

- Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)/Daftar
Riwayat Hidup (DRH).
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n kaitannya

o dan evaluasi

mutasi yang
kaitannya dengan

monitoring dan
: rh.adap kegiatan mutasi yang
dilakukan ~dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung berupa dokumen monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
dilakukan dalam kaitannya dengan

perbaikan kinerja.
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- pegawai berdasarkan
P (Sasaran Kinerja Pegawai).
ersebut dilengkapi dengan

nd m, notula, daftar hadir, foto
rapat; dan

- dokumen rencana pengembangan
kompetensi pegawai berdasarkan
penilaian SKP (Sasaran Kinerja

Pegawai).
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,{ @eﬁpemleh

- mengikuti

L -
- kompetensi
A\ % .

pada pegawai.

dilengkapi dengan
[ pa surat kepada
__..- kesempatan mengikuti
gembangan kompetensi

alam :‘%elaksanaan pengembangan
kompetensi™Satker telah melakukan
upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dengan
pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training, atau melalui

coaching/ mentoring dan lain-lain).
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uat laporan hasil monitoring
evaluasi terhadap hasil
gcembangan kompetensi dalam
e N .

caitannya dengan perbaikan

kinerja.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan
data dukung berupa dokumen laporan
hasil monitoring dan evaluasi terhadap

hasil pengembangan kompetensi dalam

rangka perbaikan kinerja.
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Kinerja Satker yang
dan ditandatangani oleh

cinerja individu telah memiliki
dts_hgan indikator Kkinerja
vidu Ev‘e;l-fhatasnya
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan
data dukung berupa dokumen SKP
berjenjang.
c) Telah melakukan pengukuran Kkinerja
individu secara periodik.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan
data dukung berupa dokumen
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(1)

(2)

— __QieSa—
telah dilaksanakan/diimplementasikan.

isiplin/kode etik/kode perilaku

melakukan sosialisasi aturan
disiplin/kode etik/ kode perilaku;
penerapan kewajiban pelaksanaan
disiplin (berpakaian dinas,
ketepatan jam kerja, apel pagi/
sore); dan
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69 /KMA/SK/V /2009

ANg Perubahan Pertama

sputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 71/KMA/SK/V/2008

tentang Ketentuan Penegakan
Hukuman Disiplin Kerja;

- Maklumat Ketua Mahkamah Agung

Nomor 01/Maklumat/KMA /IX/

2017 tentang Pengawasan dan
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program dan
ujuan organisasi.
atkan kapasitas

i program ini adalah:

Target «
1) Satker; dan
2) tabilitas Satker.

Untuk mengukur penc rmn program ini digunakan

indikator-indikator :

1) Keterlibatan Pimpinan.

a) Pimpinan harus terlibat langsung pada saat

penyusunan perencanaan.
Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan
dan anggaran yang dipimpin oleh Kepala
Satker.

421187
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e R josas P

a bulanan dipimpin oleh kepala

{/

rsebut  dilengkapi denganr data

-

notula, daftar hadir, foto

- pemantauan pencapaian
kinerja secara bulanan yang dipimpin
oleh kepala Satker.
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l
Jw aan kerja
\

n, Rencana
A

Renja yang

T -.kseglata.n anti korupsi
i, penerapan

\ -
|

Wasﬂe bwmg System (WBS)).

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung berupa dokumen turunan Renja yang
mendukung peningkatan pelayanan publik
(penetapan  standar pelayanan, budaya
pelayanan prima, survei kepuasan
masyarakat) serta mendukung kegiatan anti

441187
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prima, survei
! serta mendukung
’
anti  korupsi
penecrapan SPIP, pengaduan
at, de Whistleblowing System

oy
o

(pengendalian

.

d) Indikator ki aj'a_- utama telah dilaksanakan
dengan prinsip Specific, Measurable,

: Acheivable, Relevant, and Timebound
(SMART).
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung:
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‘a.{lg.asi LKjIP
li'angawasan
) 4

apasitas SDM
itas kinerja.
ningkatan kapasitas
gani akuntabilitas kinerja
n/mengikutsertakan dalam

ebut dilengkapi dengan data

dukur:g be 1:3. ‘dokumen laporan bimtek/

diklat/sosialisasi penyusunan LKjIP dan foto

Kegiatan.

h) Pengelolaan akuntabilitas kinerja
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. ’

46 | 187




adap pengelolaa.n
olaan keuangan

a."ﬂcat WTP dari BPK atas

gan; dan

at penyalahgunaan wewenang.

Indikator yang waji b dilakukan untuk mengukur

pencapaian Penguatan Pengawasan adalah :

1) Pengendalian Gratifikasi.

a) Satker telah melakukan public campaign

tentang pengendalian gratifikasi.
Melaksanakan public campaign di lokasi

pelayanan melalui pemasangan spanduk dan

471187
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Blaiah Agung
(MA/SK/VIlI/2014
in Unit Pengendalian
kungan Mahkamah
dan Badan Peradilan di

2) Penerap‘ - Sis - Pengawasan Internal
Pemerintah (SPIP).

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan

mengacu pada kondisi yang seharusnya

dilakukan:
a) Satker telah membangun lingkungan
pengendalian.
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.

- melakukan kegiatan
1 meminimalisir risiko
entifikasi.

. laporan pengendalian untuk
meminimalis 811:0 yang telah diidentifikasi.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung berupa dokumen laporan
pengendalian untuk meminimalisir risiko
yang telah diidentifikasi.
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petugas/ruang/loket/
sebagai sarana

informasi sarana

pEr ian pengaduan; dan

(4) pengelolaan pengaduan melalui SIWAS
dan aplikasi e-LAPOR.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data

dukung :

- SK Petugas Meja Pengaduan telah
ditunjuk dan memiliki usermame beserta
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i

S penyampaian

yarakat melalui SIWAS

meja pengaduan.

. monitoring dan evaluasi

: pet;gadua.n masyaralkat.

- mel n  perbaikan layanan dan

sosialisasi aplikasi SIWAS sebagai tindak
lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi
pengaduan mayarakat; dan

(2) menyampaikan hasil monitoring dan

evaluasi kepada unit kerja terkait.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung :
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i dengan data
dan  capture
--'-' pada aplikasi SIWAS
sebagai pimpinan Satker atau
-fl LA,
b) WBS telah diterapkan.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung berupa capture WBS pada aplikasi
SIWAS.
c) Telah dilakukan evaluasi atas penerapan
WBS.

521187
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identifikasi/pemetaan
dalam tugas fungsi

ntiﬁkasi /pemetaan benturan
alam tugas fungsi utama.

sebut dilengkapi dengan data
dukung  berupa dokumen  identifikasi/

Kegial:an |

pemetaan benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama.

Referensi Dasar Hukum:
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang
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N ) :

disertai surat
kepentingan.
dengan data

penanganan benturan

an (bila ada); dan

, “surat pernyataan bebas dari
; benturan kepentingan.

d) Telah dilz ."‘s evaluasi atas penanganan

benturan kepentingan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung berupa dokumen laporan evaluasi
atas penanganan benturan kepentingan.

e} Hasil evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan telah ditindaklanjuti.
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dan inovasi
Agung dan
erl N

77,

\\\\\\\-\\\\\\HlIllrm;,,,' \ s

anit  pelayanan yang
disasi pelayanan melalui ISO

3) meningkatnys

2 kepuasan masyarakat
terhada\f:' penyelenggaraan pelayanan publik.
Indikator yang perlu ' dilakukan untuk mengukur
pencapaian peningkatan kualitas pelayanan publik
adalah :
1) Standar Pelayanan.

a) Terdapat kebijakan standar pelayanan.

T
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dengan data
- SOP pelaksanaan

ikan atas standar pelayanan

an revinu dan perbaikan atas
. I dan SOP.

Kegiatan te 1_.1’& dilengkapi dengan data
dukung berupa dokumen reviu dan
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

2) Budaya Pelayanan Prima.
a) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam

upaya penerapan budaya pelayanan prima.

56187
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—1 |
n reward kepada pegawai
- £ (penghargaan

punishtment terhadap

pegaw;al yang melakukan pelanggaran
(hukuman disiplin).

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data
dukung :

- dokumentasi sistem reward dan

57'187
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b)

el kepuasa.n masyarakat

1 Survei Kepuasan Masyarakat
Kegiatan té'rs;e.bﬁf dilengkapi dengan data
dukung berupa dokumen laporan survei.

Hasil survei kepuasan masyarakat dapat
diakses secara terbuka sehingga dapat dilihat
melalui berbagai media seperti website,
media sosial, papan pengumuman, media

cetak, media televisi, radio dan sebagainya.

581187




s e

ngukur komponen hasil
N\
N

dan bebas dari

X
N

anari puEIik

K/ WBBM, fokus

u pada dua sasaran

e

» yang Bersih dan Bebas
: enggunakan ukuran:
rupsi (survei eksternal); dan
b) persentase penl:aé;an Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP).
2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) nilai pe:

kepada masyarakat, diukur melalui nilai persepsi
kualitas pelayanan (survei eksternal).
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s hasil penilaian
ja Evaluasi (LKE)
melalui Sekretariat

Agung  dengan

dan verifikasi lapangan
cam Agung atas Satker yang
k ditetapkan sebagai Satker ZI
menuju WBK/WBBM dan Satker yang tidak
memenuhi syarat untuk dilakukan pembinaan.

memenuhi syarat unti

60187




LT/
L srara et

yaan Sistem Akuntabilitas
intah (SAKIP);

5) Direktorat Jenderal Badan
Tingkat Banding minimal A;
dan i
6) memperoleh nilai Z.f minimal "80.00" berdasarkan
hasil verifikasi TPI.

2. DMekanisme Penilaian Mandiri
a. Seluruh Satker wajib membangun Zona Integritas.
Hasil penilaian mandiri (self assesment) Lembar Kerja
Evaluasi (LKE) pelaksanaan ZI Satker  dilaporkan

61187




5 e?i'z,tuk softcopy

cretaris Badan

e Y

atker yan, litunjuk oleh Eselon I
' Sekretariat

L e ..

g sebagai Satker
paikan kepada
Agung selaku

Mei tahun berjalan,

asi dan penilaian;

i verifikasi lapangan

terhadayj ada Satker yang diusulkan ZI

berdasarkan surat tugas dari

3 j' Agung atau Kepala Badan

Pengawasan Mahkamah Agung selaku ketua TPI;
e. Hasil Penilaian TPI berupa penetapan Satker yang

menuju |\

memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Satker
berpredikat WBK/WBBM disampaikan kepada
Sekretaris Mahkamah Agung untuk selanjutnya
diusulkan ke Kemenpan dan RB paling lambat akhir
bulan Juni tahun berjalan.

621187




berpredikat WBBM
: entukan, baik secara
kelembagaan Mahkamah Agung maupun untuk Satker
yang dius

harus memenuhi s

L —

Mahkamah Agung adalah:

a. mendapa - opxm WTP dari BPK atas
a. selama minimal 2 tahun

Syarat untuk k

Laporan Keuangan
berturut-turut; dan
b. mendapatkan nilai SAKIP minimal “CC”.
Syarat untuk tingkat Satker adalah telah mendapatkan
predikat WBK. )

63187




dikat WBEM,
tomendasikan

‘Agung menetapkan Satker
edikat WBK berdasarkan hasil
mendasi dari Kementerian PAN
TFA merekqmendaaikah Satker sebagai Satker
berpredikat WBK setelah memenuhi kriteria syarat
minimal hasil penilaian sebagai berikut :
1)  memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal
75; dan
2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya
Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN"

64187




LT
\\\\\\\\\\ ‘. l!{, T et s

":I'Q:'-wujudnya

Survei Persepsi

dan nilai sub

LHP minimal 3,5; dan

ponen hasil "Terwujudnya

as Pelayanan Publik kepada
al 16.

c. Penetapan p Satker WBBM dituangkan dalam
Keputusan Menteri A-N ‘dan RB dan dapat dicabut
kembali apabila setelah penetapan terdapat
kejadian /peristiwa yvang mengakibatkan tidak
terpenuhinya lagi indikator WBBM.

65187

M




)’WBBM yvang
: / peristiwa/
ipéhuh.inya lagi
mzngusulkanj
f WBBM sesuai

pembinaan terhadap

p institusional maupun
terhadap p

2. Pembinaan dengan cara memberikan

asistensi dan prosedur, pemberian
fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan
pelaksana, perbaikan keL.stahteraan, kenaikan pangkat
istimewa atau kegiatan lainnya yang mengarah pada tujuan
untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan
korupsi.

3. Pembinaan juga dapat dilakukan melalui pembinaan
karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau

pendekatan spiritual/keagamaan.
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Pelaksanaan
WBK/WEBBM
Peradilan di

Integritas menuju

Agung dan Badan
dﬂaksanakan evaluasi untuk
mengetahui efekti ini. Ewvaluasi di lingkungan
Mahkamah Agung . Badan Peradilan di bawahnya
dilaksanakan oleh Sek:retans ‘Mahkamah Agung dalam hal ini
didelegasikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah
Agung selaku Tim Penilai Internal WBK/WBBM, melalui

penelahaan laporan-laporan yang diterima melalui email

sekretaris@badanpengawasan.net, pengelolaan informasi yang
diperoleh langsung di lapangan dan Focus Group Discussion
(FGD). Laporan akhir dikirim ke Kementerian PAN dan RB.
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LANGKAH — LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS DILAKSANAKAN
UNTUK MENCAPAI PREDIKAT WBK/WBBM

Untuk meraih predikat WBK / WBBM harus memenuhi penilaian minimal sebagai berikut

1 Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) 75 85
minimal nilai pengungkit 40  minimal nilai pengungkit 48
Bobot nilai per area minimal  Bobot nilai per area minimal

60% 75%
2 Nilai komponen hasil “Terwujudnya 18,5 dari max 20 18,5 dari max 20
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN”
3 Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti 13,5 dari max 15 13,5 dari max 20
Korupsi”
4 Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” 5 dari max 5 5 dari max 5
5 Nilai komponen hasil “Terwujudnya 16 18

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
kepada Masyarakat”

6 Seluruh Pejabat dan Pegawai telah Wajib Wajib
menyerahkan LHKPN dan LHKASN

//

7.
MANAJEMEN
MEDIA
INFORMASI

2B LANGKAH-LANGKAH 9

STRATEGIS UNTUK
MENCAPAI WBK/WBBM

<
AMATI, TIRU,
MODIFIKASI

(ATM)
»
B
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1. KOMITMEN PIMPINAN

Komitmen dan Tekad Pimpinan merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan
zona integritas. Seorang Pimpinan harus mampu menjadi yang terdepan, memimpin
pelaksanaan pembangunan zona integritas.

70 | 187




Pengarahan oleh KPN Oelamasi

=4
" Pengarahan oleh KPN Surakarta

71187




WILAYAH
BEBAS
DARI KOR!PS! (WBK)
| 2o
wiLAYAH
BIROKRASI
BERSIH
DAN MELAYANI
(v?!BM)"

‘

PAKTA INTEGRITAS

PEMBUAT PERNYATAAN

721187




2. KOMITMEN BERSAMA

Pembangunan Zona Integritas tidak bisa dilakukan seorang diri, Pimpinan khususnya
Ketua Pengadilan harus bisa menularkan komitmen dan tekad tersebut kepada seluruh
bawahannya. seorang pimpinan harus bisa merangkul seluruh komponen pengadilan

untuk melaksanakan pembangunan zona integritas secara bersama —sama.
e ———— e e PR

KPN dan KPT Ma a melakukan evaluasi
terhadar PN Makassar

.
.

L.
R

i




asi-beserta Jajarannya berggma-sama menyusun
“strategi-pembangunan zona.integritas & i

KPN-Lubuk SiRaRing:oan,
“bersama untukeg

741187
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KOMITMEN BERSAMA

NOMOR W9-U/367/0T7.01.01/07/2019

Kami Pimpinan, Hakim, Pegawai dan Honorer pada Pengadilan Tinggi
kan Akreditasi Penjami

agha s ' i Jaminan Mutu

e o s n::gntasiMenuju Wilayah Bebas
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Bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang nyaman
(perubahan mindset dan culture set)
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3. Amati,Tiru, Modifikasi

Melakukan studi banding ke satker-satker atau instansi lain yang telah meraih predikat
WBK/WBBM atau satker yang dapat dijadikan percontohan. Setelah melakukan studi banding,
ditindaklanjuti dengan melakukan modifikasi terhadap apa yang ditiru, sehingga hasilnya bisa

optimal.

781187
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Studi banding PN Liwa ke KPPN

Studi banding PN Probolinggo ke PN Surabaya
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Studi banding PT DKI Jakarta, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur
dan PN Jakarta Barat ke Kejari Jakarta Selatan yang telah
mendapatkan predikat WBK/WBBM

EALALE'A1% 2 o 4

ada salah satu ™
tudi banding
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‘4. Peningkatan kualitas pelayanan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik,
semangat melayani dan inovasi pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat. Budaya senyum,salam,sapa dan profesionalisme dalam melayani
benar-benar diterapkan.
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~ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Gorontalo

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Cikarang
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NO SMOKING

> Bayar Denda di Kantor Kejaksaan
Loppa, S.H,. Perkantoran Bukit Pel,

> Mengambil Barang Bukti ke Kantor
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S. INOVASI

Inovasi pelayanan yang dibuat harus bermanfaat baik bagi masyarakat baik inovasi yang

menggunakan IT maupun inovasi yang tidak menggunakan sarana IT.
Inovasi yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dalam memberikan

pelayanan

B SATENM arOmMMAS fAfxTROMNE CU™

ENGGUNAAN APLIKASI E-GESIT (elektronik

) & ‘ r! penggeledahan, penyitaan, ijin besuk dan

penahanan)

Kunjungi website resmi Pengadilan ) :

dengan alamat : http://pt.




L1}/

% | b
b

H

Craterang § - Court

. e-Court Mahkamah Agung RI

Pengertian

L] PR srcom\

ditan &5
f ::\gun

RUANG PERSI
ansnsxs 'I'EI‘NOLOGI IN

A NEGCERIBEOGOR! KE

86187




’ Y
<7

6. MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program
yang sedang dijalankan tetap berada di jalurnya dan umpan balik perbaikan




No

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSUVRENCANA KERJA
Z1 MENUJU WBKAWBEBM

Rencana Kena Kogmtan yang sudah ddasanakan Output Hambatan/kendaia Tincak lanyut

Asea | Penyusunan Rencana Kena Rencana Kena Data dukung belum lengkap Melengkap: data dukung
yang dperiuskan

Area 11 Penyusunan Rencana Kere Rencana Kena Data dukung belum lengkap Molonghap: data dukung

1 $ ! yang dgperiukan

Asea 1 Penyusunan Rencana Keda Rencana Kena Data dukung belum lengkap Melonghap: data dukung
| ! 1 yang dperukan

Aros IV Ponyusunan Rercanas Ko Rencana Kena Data dukung belum lengkep Molonghkap: data dukung
| | | yong epechian

Aven V Penyusunan Rercanas Kengs Rencana Kena Data dukung belum engkep Molenghap: data dukung
| | yang dpertan

Areoa VI Penyusunan Rencana Kens Rencana Kena Data dukung belum lengkap Molenghap: data dukung

yang dpertskan

orto. 1 Maret 2019

Zona imegrtas

v

Fabarmaen Fasal S H ‘

Nomor

PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO \:
JI. RA Basuni No 11 Sookoe Mojokerto Telp. (0321) 322981
Email : prmajokerto 098G gmail.com

MOJOKERTO — JAWA TIMUR

LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN JANUARI 2019

Nama Pejabat/Pegawai Benturan Kepentingan Hasil Evaluasi

NIHIL

Mojokerto, 01 Februari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto

“, NIP._196109221983121007

88187




7 MANAJEMEN MEDIA INFORMASI

Untuk mendapatkan predikat WBK syarat minimal dari Survei Persepsi Korupsi adalah
3,6 dan Survei Kepuasan Masyarakat adalah 80%. Oleh karenanya untuk merubah
persepsi masyarakat bahwa sudah banyak perubahan di pengadilan negeri harus
dilakukan public campaign secara terus menerus.

A [TTETTY. ) S —

“Jangan Suap Kami, Karena Tidak Pengaruhi
Keputusan Pengadilan”

P T i don ud 1N Kb Py | B anget

CalmbunbeMA, Jarvgan Suap barmd atau w1t i O Gl Salian ¢4 stier iy b kol , et Iriekan dan vl and Kongel & anakan pohon
Derd semantu packs hami Karer tidak Wbt Sebmn By bt Buror, memn MDY SN0 g saTpsl W it yang betngng A

nempengaruly utusan stau e mumyarat D, Sehna ik MALYSIAE O nut hena e Dol dn (s kadeley; MNGQa po B L bty
[ rv_c;hdau’l ren STOE Tl D Tk

imbol dan tulisan pade stier yangdl  TeTOSIY) st B 45 AN ) G Tt AN

g rensng ddam . vumtm G eIy T e Dada Pt

Vada anghastan kota (angeet) & DO ML TS Dy g LD LNCan Y L U e e [

asar kadelang, pelabuban rakystdl T i Sar MyaDan, Ry Tk Denas Sapar FoN i Mot Mt \endran prbadiny mawng-my. (yb)

Lol abaty dans kervdt aan arwgk tan 5 B3k a3 Quaanya bt * marben

tar hecamatan & pasar lipa Lau 2dak mamben 3ak Ban

ot mTPEGEV i L pyen & Aset —Aset Pemerintah Akon Di Tertibkan

g pengadin segen kbl Cled
P O b o Kt e ——T
JONGIIRN Sarta Sehuruh DT N Sk SO Yang el penTOung
|nmmm ADMABGHER DGOt Rans MeTBIca dan b tau
(el
130 o rangia mendueng prgr Mot Burem, sk tn 018 Kam
Jemamtah Wy bebas Korups) umu Fngakn mu.nny-nm.n
n cumaa

VIt 3 seo el begRn lanaut, S0 LG n, e

AT g9 tihagan stk -mum
B Rt i  Sedebumny &
ki

g bet)as \OnDs O N kantor .

Enga0kn Nagen kDI, Ui Suren whak M, Daul Dokl ketha

Ak i 3 B, ek a0 BIRCNG NG dangan s wn

o e Namond San Lamantown PAY Ak Mmont 'au:..n,a
a"unw/.aw-m oo 0 catwngga dh wo JoAn g Rtk & ENjankan tget CATUE seMERT

It Dengan tujian ta Bures,  biukan SOtk bebas horupel sarpat | bubin i Batws, ada o onyedd
I Akt Y 0 L L AINGRAGE KT 3 Sesgan hegen Ak Bergensk ( L) milk Peda
ieland pergattneesen wwngga . Harapan G mantn Ve Yang sementara ind O hus oleh
G penn0ang yng N Gl A ea pengaian Negen AR bt MESYIGT Sudah puban et
N O MEMMa DA DACA DaYANG N Sudah menyaan N sebagd AT Debum wa b Can ST L e Wb Deat Dutsk
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| eeeriee |
PN Oelamasi Berlakukan Wilayah Bebas
Korupsi

POS KUPANG Q @ wowe

Ketua PN Oelamasi Pimpin Staf Gelar
Aksi "Turun ke Jalan"

KUPANG, NT

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
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2. PENATAAN TATA LAKSANA

KETERBUKAAN INFORMAST PUBLIK

e

PN Sampit Terbanyak
Tangani Perkara

HENTIKAN

92187
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6 PROGRAM DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

7 (tujuh) langkah strategis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya
diterapkan pada 6 program pembangunan zona integritas, yaitu :

- Manajemen Perubahan

- Penataan Tatalaksana

- Penataan Sistem Manajemen SDM

- Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Penguatan Pengawasan

- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

PENGUNGKIT (60%)  HASIL(40%)

. . TERWUJUDNYA
PENATAAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BEBAS

PENATAN SISTEM KKN
MANAJEMEN SOM

PENGUATAN
PENGAWASAN TERWUJUDNYA

| PENINGKATAN
o KUALITAS PELAYANAN

AKUNTABILITAS KINERJA PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT

PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

93187
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MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan
konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture
set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai
dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Perubahan
mindset / pola pikir dan perbaikan pelayanan di lingkungan peradilan umum
dimulai sejak pelaksanaan akreditasi. Program akreditasi mempermudah
pembangunan zona integritas di lingkungan peradilan umum.

1. Tim Kerja

I'Denpasar

i Ll

i,;’!l " stisf

/

Rapat Tim Kerja Pembang PN _Pelaihari
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cana Pembangunan Zona Integritas
B N

No. Komponen Indikator Langkah Aksi Bukti Fisik Target Waktu
1 2 3 4 5 6
A Pencanangan Zona Integritas
1 Mencanangkan Terpublikasinya 1 Bersama Ap: gadi Bersama seluruh aparatur Pengadilan 2 Januari 2019
kesiapan Pengadilan Negeri Pontianak Negeri Pontianak Negeri pontianak
Pembangunan Zona dalam Pembangunan Zona
Integritas di gr bagi aparat g
Pengadilan Negeri Negeri Pontianak dan masyarakat | 2 penandatanganan Pakta Integritas seluruh Pakta Integritas seluruh gadilan Negeri 2 Januari 2019
Pontianak aparatur e Negeni k "
3. Penandatanganan Piagam Pencanangan Piagam Per gan Zona Integr g3 25 Februari 2019
Zona Integritas disaksikan oleh Forum Negeri Pontianak

Komunikasi Pimpinan Daerah serta
o melalui web: banner dan
media massa (koran, televisi)

Tim Kerja

1. b [l ' b skan Tim

2.\ rapat p skan Tim Kerja

3. Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM
melalui rapat harus mempertimbangkan
h. tusi,

berdedikasi, tidak bermasalah, serta tidak
pernah melanggar kode etik dan disiplin.

4. Mengesahkan Tim Kerja WBK/WBBM oleh
Ketua Pengadilan Negeri pontianak

1. Undangan rapat b skan Tim Kerja
WBK/WBBM

2. Berita Acara dan laporan pelaksanaan seleksi

3. Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota tim
rekomendasi Pengadilan Tinggi

4. Notula Rapat, dokumen laporan pelaksanaan dan
foto/dok b kan Tim Kerja
WBK/WBBM

25 - 26 Februani 2019

N

ZONA STERIL !||

SELAIN KARYAWAN/KARYAWAT]
PENCADILAN NEGERI PELAIHAR

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

BERANDA v TENTANGPENGADILAN v LAYANANPUBLIK v LAYANANHUKUM v BERITA v HUBUNGIKAMI v INOVASI v
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Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM periode Januari Tahun 2020 dilaksanakan di
ruang Rapat dengan mengevaluasi setiap area.

\/

i l ‘ l jl ’
Acara tersebut dipimpin langsung oleh 4 Pilar Pengadilan Negeri Watansoppeng. Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Bapak

Ahmad Ismail, S . H., M_H., Wakil Ketua Bapak Rakhmad Dwinanto, SH., Panitera Bapak Andi Muh. Refil. SH, dan Sekretaris Bapak
Jamiruddin. SH

SEBELUM SESUDAH

Hasil monev nomor antrian ptsp yang sebelumnya manual ditindak lanjuti menjadi nomor
antrian elektronik
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4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

{

’;_dv D -[) ';:;f/-_.E 2 _D_JKL';_J‘) :
HEKMDHANBEGEUﬂaﬂmAHANKﬂAS

PeRIODE SWMOB‘E! 2019 FEBRL)ARI 2020

| 0

SINURAT
) 7608221200112 2 002

“Memberikan Pelayanan Prima
Kepada Para Pencari Keadilan
Salkan WLitd Nyeites
bLaliciniKam Dcileiim
Ranakea Mewo bdkan Visi
dan Misi Mahlamah Agung RILZ

_ lm'n«.onu 2
Koul'l'nnzx

v ‘

‘| \
Prestasl sebag
eningkatan ki

berimbas kepag
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CONGRATULATIONS ] ' , _ ’
Role Model Pengadilan Negeri Penyerahan Piagam Penghargaan Role Model / Agen Perubaha
Sekayu Kelas II Tahun 2019 Semester | Tahun 2019

RIZKIANSYAH, S.H.

Proses Assesment Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model terhadap
Calon Agen Perubahan dari bagian Kepaniteraan pada hari Kamis tanggal 21
Februari 2019;

99187
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Ketua | \ Yog yaka.lrta ikut aktilfmemberikan pelayanan kepada masyarakat

nsmm

\(luaga Fesar

LAN NEGERI BANGK

GATI HUT KE 74
| AGUNG RI TAHUN 4

Y
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{3-/_,_ PENYULUKAN HUXUM TENTANG E-COURT'ERATERANG S
GUGATAN SEDERHANA DLEH PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
BEKERIA SAMA DENGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PN Kandangan

Penandatanganan MoU e-Sign PN Sekayudengan Pemkab Musi Banyuasin
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Rapat Evaluasi Sop™
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Aplikasi ECuti
Pengadilan Negeri Bukittinggi

3.385.418.050,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Persarmtdan uang kooryes 0,00
Biaye Lasn Laim 0.00
Tt ah Seldo Axthie - 3.385.418 050.00

3.385 418.050,00

el mater yang Shimpan € bers
- .00
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Sistem Informasi Kepegawaian
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Login untuk mulai menggunakan SIKEP

Ingat akun Saya Lupa Kata Sandi?  Login

Peningkatan Pelayanan Publik Menggunakan Teknologi Informasi
E-OFFICE
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PELAYANAN 8
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o
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Layanan = Laporan | DIPA

DIPA (DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN) SR N KT

2020 Menurut Anda bagaimana kinerja
Pengadilan Negeri Wonosobo?

. 1. Tidak Memuaskan
‘ 2. Kurang Memuaskan
. 3. Memuaskan

2 O 1 9 ‘ 4. Sangat Memuaskan

@ 5 ek Teh

KEYBOARD ACCESSKEY DIFABEL

Petunjuk jalan pintas keyboard bagi difabel
mandiri, sesuaikan browser komputer

Petunjuk Akses Keyboard ( AccessKey d )
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a Sistem Informasi Penelusuron Perkorg

I R e

m m m Dessrazaaltly ¢
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PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

SISTEM INFISEMAS] FEREARA PELANGGARAN LALU LINTAS

)

Feacarian Ferkaras Tilasg

e - e

s | mema | memeg ,:‘;‘ s Peasgm P P M;hm &j
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“s | Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PN AMBON

[ @ SET HOME PAGE]
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PENGADILAN NEGERI MEDAN
* L KELAS I- A KHUSUS

""SQJACENTE !

PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT
————— 2 a3 g

MEDIA CENTER‘?

B O BICARR
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PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER! MARTAPURA
NOMOR WAS.UIY (728 /KP.02.10/1072018

TENTANG
mummmwﬂnmmm
DAN EVALUAS! JABATAN PADA PENGADILAN NEGER! MART)
KETUA PENGADILAN NEGER! MARTAPURA,

Menimbang : & bahwa dalam rangka terjadi Mutasi Ketua / dan Hakim yang bertugas di Pengadian
Negen Martapura

b. mmmmmx&luunmmm

‘produks i ingkungan Pengadian Negeri Martapura perty adanya analisis jabatan

m-ﬂmmmmmmm—imm

Al S

¢ bahwa pelaksanaan anaksis jabatan dan analisis beban kera dimaksud untuk
menempatkan seseorang pada lempainya sesuai dengan kemampuan dan koahiian
yang dimiliki;

e bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam p
gmaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang poriu membentuk Tim Pelaksana
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan yang
ditetapkan dengan Surat Yengadian Negeri

{  behwa nama - nama yang fercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini
dpandang cakap dan mampu melaksanakan lgas sebagal Tim Peloksana
Penyusunan Anaiisis Jabatan dan Anaiiis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada
Pengadian Negen Martapura;

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang Aparatur Sipi Negara.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Aqung sebagaimana
felah diubsh dan Gtambeh dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 lentang Mahkamah
Agung.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 lentang Kekuasaan Kehakiman,

4 Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peraditan Umum:

;

©

- ‘
*-w

< ') / han organisasi

adila ada‘.'\'Zona Integritas

: 'd& -

5 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 143/KMA/SK/VIIV2007 tentang
Memberiakukan Buku | tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadian Bidang Pola Peradian,
Peradian, Administrasi F istrasi Tala Taa
dan i Kep dan

Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan
Peradian Di Bawah Mahkamah Agung R, Prototype Gedung Pengadian dan
Rumah Dinas dan Pola Kiasifikas! Surat Mahkamah Agung RI;

6. mwmmmnmmmwmrn
Keda dan Peradilan;

7. Perstwan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER! MARTAPURA TENTANG

KESATU

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS
BEBAN KERJA, DAN EVALUAS! JABATAN PADA PENGADILAN NEGER!
MARTAPURA;

pada Nomor

Surat Kep Ketua Pengadilan Negeri

W1S.U591/KP.01.10872017 tanggal 1 Agustus 2017, tentang Pembentukan Tim

pada Pengadiian Neger Martapura;
Anaiisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan

Tim Peny

Evaluasi Jabatan pada Pengadian Negeri yang ¥

lampir

- Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi

1. Mengumpulkan data;

2 Menyusun informasi jabatan;

3. Menverifikasi data:

4. Menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerfa;

tgas sebag:

- Memenintahkan kepada Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Keria, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadian Negeri Martapura agar bekerja dengan
sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya
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DAFTAR KEBUTUHAN PEGAWAI MENURUT ANALISA BEBAN KERJA/ ANALISA JABATAN
PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah Kelebihan
Pegawai TA 2019

Jumlah Pegawal sesuai
Bezzetting

Jumlah Kebutuhan
Pegawai T.A 2019

Jumiah Kekurangan

No. Unit Organisas| i TA2019

._|Ketua Pengadilan Neger| Martapura 1 1
ﬁ; udan - .
b) _|Pengadministrasi Umum bag. Pimpinan
c) |Sekretaris . . .
Majelis Hakim 4 5 1
1, |Wakil Ketua . 1 1
|2 [Ajudan .
Ib)  [Pengadministrasi Umum bag. Pimpinan
|2 [Panitera 1
~[a) [pengadministrasi Umum bag. Pimpinan
Panitera Muda Perdata
[a) [Operator Komputer Perkara Perdata
~|b) [Pengregister Berkas Perkara Perdata
lc) [Pengadministrasi Perkara Perdata
Panitera Muda Pidana
Ja) [Operator Komputer Perkara Pidana
[b) [Pengregister Berkas Perkara Pidana
l¢) |Pengadministrasi Perkara Pidana
Panitera Muda Hukum 1
~[a) [operator Komputer Bidang Hukum 1
b) [Statistisi Bidang Hukum -
c) |Arsiparis Bidang Hukum
d) |Pengadministrasi Bidang Hukum

-]

el o e ] -

T el el el el e e e o e 2 2 1 I

Sekretars | | 1 1
- [Kasubbag Umum dan Keuangan 1 1
[3) _|Operator Komputer sub, Bagian Umum dan Kevangan 1 1
[b) _[Penyusun Dokumen sub. Bagian Umum dan Keuangan 1 1
1¢) _[Pengadministrasi Umum sub. Baglan Umum dan Keuangan 1 1
[d)  [Bendahara Pengeluaran 1 1
1¢) |Bendahara Penerima 1 1
‘ 1f)_[Pranata Komputer bidang keuangan :
¢ 4" Verifikator Keuangan . .
h) _[Penata Laporan Sub, Bagian Umum dan Keuangan 1 1
Kasubbnllggpwmn, Organisas| dan Tata laksana 1 1
a) _[Operator Komputer Bidang Kepegawalan dan Ortala 1 1
[b)_[Pengadministrasi Kepegawalan 1 1
[¢) _[Pengadministrasi Umum bidang Kepegawaian dan Ortala 1 1
[d) [Pranata Komputer bidang Kepegawaian dan Ortala . . .
Kasubbag Perencanaan, Teknolog! Informasl dan Pelaporan 1 1
—_[a)[operator Komputer sub bagian PTIP 1 1
b)  [Penata Laporan .
[¢)  [Penyusun Program Keglatan . . .
[d)_{Penyusun Anggaran_ : : .
Panitera lﬂfail 6 16 10
Jurusita
_[lurusita Pengganti 1
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"""""" 1 wo ATAS PTL

o,

| KETUA " — -
TUBAS POLTL & TSi2NANBAN

TOOAS PODN |

. . 1 MENENMA MEMERSIA DAN MEWCADL| PTRRARA (idars & Pertatsl PADA TIOKAT BANOING

' | DALAM WILAYAN HUNUM PROVINS: FAFUS & PAPUA BARET

TUAN TINGEAM LAKL APARAT PERADE AN

TUGAS
TUALAM WILAYAN UKL PENGADE AN TINGGH JATATLSA
WIS
| MENGADE | PACA TINGRAT PERTAMA DAR TERALIS MNCATTA KEWEAAGAN MEMGADS | ANTAR
PENGADILAN WEOER DALAN WA ATAN HURLW PYNGACK AN TMGG JAVAPUKA
: METERARGAN PN CAN NARKAT TENTANG HUKUM KEPADA INS TANS

112187




PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS A
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : v or-yogyakots. .1, Email - g yogya@gmal com

NESHTU . Morlan i metrloon o Mo e  ogungn Pl
Negr Yookt e

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPS| YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : WA.U1/ 790 KP.04.6V/2019

NEOUA - Pad il e i et s yng e dngn P

Tentang:

POLA MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPS| YOGYAKARTA KELAS 1A

0 Lgungn Pongacion Neger Yy Kels A el bt epaog

KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN TINDAK PIDANA KORUPS| YOGYAKARTA KELAS IA tmk beftenlangan deﬂgan Kepumsan L

Menimbang @ bahwa guna pelaksanaan tertb administrasi, dan optimalisasi kinerja, pada
Pengadiian Negen Yogyakara maka peru di lakukan mutasi secara
berkelanjutan di ingkungan Pengadian Neger Yogyakarta.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Ketua di lingkungan Pengadian Negen
Yogyakarta.

HETGA - Kenusé ol et sk gl tpandegan eenn b
apdl  emudn o il Fekluan delam Hepsen I, ke
dadatan pertakan sebagamana st

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 fentang Pokok Pokok
Kepegawalan,

| 2, Peraturan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 7 Tahun 201
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republi Indonesia Nomor
KMA/OBO/SKIVIII2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan,

4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
143KMA/SKIVIII2007 tentang Memberlakukan Buku | tentang Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Kepegawaian Peradilan,

5 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1ISEK/SK/N/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan
di Lingkungan Mahkamh Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

SHLIAN et damalanfega ngbersangue ik clesentn
seaganana nesiya

D  Yogtra
‘M'Iuanuadzm

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN - KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER! HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS [A TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPS| YOGYAKARTA KELAS A
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS It
NOMOR: 32 [SK/KPN/XII2019

Menimbang

Mengingat

Tentang:

POLA MUTASIINTERNAL

PADA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS I

KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS 11

il

Bahwa dalam rangka tertib  administrasi ~ dan
meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan
karier dan motivasi kerja Pegawai di Lingkungan
Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II;

Bahwa guna kepentingan tersebut di atas, maka perlu
menetapkan peraturan tentang Pola Mutasi / Rotasi di
Lingkungan Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 fentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa Kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 (entang Mahkamah
Agung,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Unum;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil

Negara;

= Memilik panght seredahendany | (st ingat b g pangat
yang icntukan dengan memprioriaskan begi PNS yang b seior dalam
kepangkatan;
+ Menilki kulifkas dan tnghat pendiian yang sesei dengan obtan
stuktral yang akan didki;
= Memiliki Kompetensi jabatan sesuai standar Kompetens.
b Mot Pgava g S g ety i Lihuogan Pegaln ege
Karanganyar Kelas I, Pegawai yang diturj urtuk mengs kekosngan saf di
g b e R Al o
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PENGADILAN NEGERI/TIPIKORHUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS |A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELASA IA
NOMOR : 004 KPN /KP.04.5/SK/1/2019

TENTANG

ROLLING/MUTAS| PEGAWAI DAN TENAGA HONORER

PADA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS (A
KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS 1A,

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 125KMA/SK/IX/2008
tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegaian sebaaian wewenang
kepada para pejabat eselon | dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang
Kepegawaian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER! / TIPIKOR / HUBUNGAN INDUS
Membaca Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata dan Pidana TRIAL PALANGKA RAYA KELASA 1A, TENTANG ROLLING MUTASI PEGAWAI
Umum Edisi Tahun 2007; DAN TENAGA HONORER PADA PENGADILAN NEGERITIPIKOR/IHUBUNGAN
Menimbang 1. Berdasarkan k dalam Pasal 53 INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS W
. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang
menentukan bahwa Ketua P g g Pertama : Meroling/memutasikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam
antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Calon pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini
::klm/Haklm. Panitera dan Jurusita; terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya;
2, Bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan |
Rolling/mutasi Pegawai dan Tenaga Honorer dilingkungan Pengadilan (‘«du. + Koputusan il oute Wriiang ek ¢ g ) by bahwn
Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA; apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
3. Bahwa untuk kel ibny di Lingkung ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas
IA, maka Petugas admini Pengadilan perlu dibagi i
P
dalam setiap bidang Panitera Muda dan Kasub. Bag pada Pengadilan Em?ngg;l .:m.jk:nm.zow
Negeri Palangka Raya;
% e ol v S w KETUA PENGADILANINEGERITIPIKORHUBUNGAN
dip g cakap dan INDUSTRIAL P, YA KELAS IA,
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1986 jo No.8 Tahun 2004 jo No.49
Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum: 1
2. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; DMOMO
3. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai T L
Negeri Sipil; O
4 Keputusan .................... 5
e
D )
Mrmmnmmwwmwmmwmmm
Nomor : CO4 / KPN/KP.04.5/SK//2019
Tanggal: |g Januari 2019
No Nama/NIP Jabatan lama Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Baru
1 MARYANI, SH J i pada | Penata TK. I (lli/d) MMDWW
19750307 199403 2 002 Bagian PTSP sebagai Petw;-“m
pada Kepaniteraan PHI
2 MARLIYANI, SE Kasub.Bag. Perencanaan TI | Penata (lli/c) Kasub.Bag. Perencanaan Ti
19850721 200904 2 003 dan Pelaporan dan
Pelaporan/Diperbantukan -
sebagai Petugas Admin
SIPP/ICTS
3 RAHMAWATI FITRI, SH Panitera Penata (lli/c) Panitera by
19840724 200904 2 011 Pengganti/Diperbantukan pada -
Kepaniteraan Tindak Pidana pada Kepaniteraan Pidana
Korupsi _
4 JUMIATI, SH Panitera Penata Muda TK_ | (lI/b) Panitera -
19870925 200604 2 002 Pengganti/Diperbantukan pada P
Kesekretariatan Kepegawaian pada Kepamhiman Tindak
Organisasi dan Tatalaksana Pidana Korupsi _
5 IDA PURWANTI, SH Jurusita/diperbantukan Penata (lil/c) Jurusita/Diperbantukan
19830710 200212 2 001 sebagai Pengadministrasi untuk  sementara _ tetap
pada Kepaniteraan Hukum sebagai Pengadministrasi
pada Kepaniteraan Hukum :
6 IKA MURTIANINGSIH, SH Jurusita Pengganti | Penata Muda TK | (lii/b) Jurusita
19800410 200604 2 003 diperbantukan sebagai Kasir Diperbantukan untuk
pada Kepaniteraan Perdata sementara tetap sebagai
Kasir pada Kepaniteraan
7 | RIZKI KURNIAWAN Tenaga Honorer - owanlutan . sebagai
L . - — D 3 =~ pada Kepaniteraan Hukum
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3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK
Telp./Fax. : (0291) 685771 Website : http:/pn-demak.go.id
Email : pn-demak@mail.com

Nomor

© W.12.U.23/ 275 /KP.07.01./7/2018 5 Juli 2018
Lampiran : Tiga lembar.
Perihal Usulan Nama Calon Peserta
Sertifikasi Bendahara.
Yth.

1. Sdri. DIAH RETNO BUDIJANINGSIH, S.H.
2. Sdr. ABIK IFAWAN, A.Md.

201

Sehubungan dengan Surat Pengumuman Nomor : PENG-5/PB/2018 Tanggal 23 Maret
8 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan belanja Negara Periode |l Tahun 2018, dengan ini diberitahukan kepada Saudara

berdua untuk ikuti F

Sertifikasi

Untuk itu Saudara diminta untuk mempersiapkan berkas-berkas kepegawaian sebagai

1.
2.
3.

yang di sbb :

Fotocopy ljazah Pendidikan terakhir dilegalisir.
Fotocopy SK /
Fotocopy SK F

terakhir yang di
sebagai yang di

Demikian p i ini, untuk di

dengan penuh tanggung jawab.

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK
\&y Telp./Fax. : (0291) 685771 Website : http:/pn-demak.qgo.id
Email : pn-demak@mail.com

MONITORING DAN EVALUASI
HASIL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM RANGKA PERBAIKAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
TAHUN 2018

1. DASAR

a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai
(SKP).

b. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara.
2. PEMBAHASAN

Py 1gan K P Sipil Pengadilan Negeri Demak Kelas IB
yaltu dengan mengikut sertakan Sertifikasi bagi
dan Bendahara Penerima, shb :

Per 1

a. Sdr. Abik Ifawan, A.Md.
b. Sdri. Diah Retno Budijaningsih, S.H.

3. PERMASALAHAN
Aparatur Sipil Pengadilan Negeri Demak yang diikut sertakan Sertifikasi
Bendahara belum bisa lulus semuanya, baru satu yang berhasil lulus yaitu Sdr. ABIK
IFAWAN, A.Md.

4. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas Bendahara, direncanakan Sdri. DIAH
RETNO BUDIJANINGSIH, S.H. diikut sertakan mengikuti Sertifikasi Bendahara
Tahun Berikutnya, yaitu Tahun 2019.

Demak 31 Oktober 2018.
Kot g

PN Sukabumi mengadakan Bimtek SIPP 3.3.0
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Sosialisasi Kode Etik Dan.Integritas Panitera dan Jurusita PN -Pangkalpinang

Mahkamah Agung Republik Indonesia W3S |20

PENGADILAN NEGERI KEDIRI KELAS 1B

Il Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112, Telpon / Fax : (0354) 771607 / (0354) 772706

email : pnRkediri@pn-kediri.go.id , pn.kediri@gmail.com ’ o Q;I_-} e ("/ ]
Ll e s1A ==

HUKUMAN DISIPLIN

Hukuman Disiplin

HUKUMAN DISIPLIN PERIODE NOVEMBER 2019

Mengetahui
Ted,

Ketua Pengadilan Negeri Kediri
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6. Sistem Informasi Kepegawaian

Sistern Informasi Kepegawaian

dankamah Gnung Bepocls Footesls

Lo BCEe T OhG TEC I ok Ll

Sistem Informasi Elektronik Baperjakat

Sistem Informasi Elektronik Cuti

ASIC

119187




IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan sebagai bentuk
pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara.
1. Keterlibatan pimpinan

120187




Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

M Hlamenlama IS SbstkTKPetama v = Statistk TKBanding i Pengawasan K Pertama S Pengawasan TK Banding i Eout v ¢ B Monitorg SPPT

Copy (V| Bed POF Pt Search:

# Periode Tahun Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Nomor Perkara Jenis Perkara Tanggal Permohonan Waktu Keterangan

1 00 Pengadilan Tinggi Banda Acch Pengadilan Neger Bireuen 250/Pid Sus/2019/PNBir Picana Biasa /012010 i)

1 00 Pengadilan Tingg Banda Aceh Pengadilan Neger Kutacane T4YPid Sus/2019/PN Ktn Pidana Biasa 03/02/2010 15

3 00 Pengadilan Tingg Banda Acch Pengadilan Negeri Tapaktuan 105/PidB/1019/PN Ttn Pidana Biasa 102010 i Sudah Register PT, SIPPPN
Tidak Update

4 00 Pengadilan Tingg Banda Aceh Pengadilan Negeri Singel S9/Fid B2019/PN Skl Pidana Biasa 03/02/2010 15

5 00 Pengadilan Tingg Banda Acch Pengadilan Negeri Blangpidie 65/Pid B/LH/2019/PN Bpd Pidana Biasa WOI2010 ) Sudah Register PT, SIPPPN
Tidak Update

Showing [0 5 of 5 entries

A (7

.

e

ufa memantau pencapaian Kirtetja secara berka
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2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Panggilan Peserta PENGADILAN NEGERI PELAAR
78 Daftar Nama A
' " I
Sertifikasi PPK Pengadilan S ——

(Pejabat Pembuat Komitmen) |
Tahun 2020 ’

Wilayah : Bali, NTB, NTT |
Tgl. 1-6 Maret 2020 _ g
&

Di LMMP Denpasar - Bali

JL. K. Boejasin, Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kab. Tanah Laut
R 1 (0312) 21047/ Fax. (0312) 21042 Website : www ladhari.go.ld

i i e ¥ Eman:
Hubungi : M. Subaeri 0812.1915.1995 Ja& s aeocols
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V. PENGUATAN PENGAWASAN
Pengu_atan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi,Nepotisme pada

instansi pemerintah.
1. Pengendalian Gratifikasi

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK

Telp.JFax. : (0291 ) 685771 Website : http://pn-demak.go.id
Email : pn-demak@mail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1B

Menimbang

Mengingat

o

o

a

1

a2 wN

o

© ® N o

NOMOR : W.12.U.23/ 24 /KP.07.01/112018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1B

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1B

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 lentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS)
wajib melaporkan penerimaan gratifikas;

Bahwa berdasarkan Swal Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 138A/KMA/SKIVII2014 tentang Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya.
Bahwa d pada hurul a
dan b perlu membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) di Pengadilan
Negeri Demak:

Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengendali
Gratifikasi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1085 tentang Mahkamah agung.
Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yo Undang-
undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.2
Tahun 1986 tentang Peradiian Umum yo Undang-undang No.49 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum.

Instruksi Presiden Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 13B3A/KMA/SKVINF2014
tentang F Unit Peng jan Gratifikasi di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

SOSIALISASI

DAN SISTEM MANAJEMEN

.

DILARANG 1!
MENERIMA DAN MENJANJIKAN
SESUATU DALAM BENTUK APAPUN
KEPADA PARA PENCARI KEADILAN

UL

\.,j :
\

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
ANTI PENYUAPAN (SMAP)

mmmmﬁmu
Kamis, 22 Agustus 20719
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I5em|ber\|én Sertlflkat 1ISO- Slstem Manajemen Ant| I5enyuapan
(SMAP) kepada 7 PN

www.pn-pelaihari.go.id

-
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2. Penerapan SPIP

%\ —

Th.. o

B

SOSIALIS\?\SI\

~SISTEM PENGENDALIAN INTERS
F Abh&’ENGADILAN NEGERI S
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o
(9 Tastura Virtualbot

TUTORIAL PENGGUNAAN o

ASISTEN VIRTUAL ..

PIDANA
il .
| HUKUM, PENGADU Shaus 3

Weja Hukum melayan s6gaa pe

()”

018" © PENGADILANNEGERIPRAYA  « umum@pn-praya go.id

ALUR PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN NEGEHI BﬂNDﬂWﬂSﬂ

TK. PERTAMA
=1
=
(=]
3
=
oo =5 Penelaahan/
g = Penentuan Tindak
B Lanjut
= =
(7= 2 Pelaporan
— Pemeriksaan
(=1
=
=3
(=13
5d.2
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4. Whistle-Blowing System

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENCAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPURLIK INDONESIA

@D e

SWAS YD - e20m
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PENGADILAN NEGERI BLORA
)| Raya Blora-Cepu km 5 Blora BLORA 56261
Telp, (1296) 531976 & 531408
emal - poblora@yahoo.co/d ebste:hp:w prdlora o.d

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
ATAS PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

A Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mewujuckan Kewbawaan dan marabal lembaga
peradlan dan upaya  pencegahan  pelanggaran Sea - mempercepal
pemberantasan Koupsl,koustdan nepotsme dan unluk meningkalkan peleyanan
peradlan pada masyarekal pencar keadlan, maka selap aparelur badan
peradlan yang melhal danlaay mengelabul adanya hal tersebut, wajb
Melaporkan pada Badan Pengawasan, Seen 1, dalam rangka mendorong peran
sla - masyarakal Unhk - mencegah - pelanggaran sera  mempercepal
pemberantasan Koupsl, olusi dan nepolisme dan unluk meningkatan peeyanan
peradin, bag) masyarakal yang meliat danlatau mengelahul sebagaimana d
alas, maka Gapat melaporkan Kpada Badan Pengawasen

Berkalan dengan hl i atas, Pengadian Negen Blra sebagal salah sau
baden peradilan dbawah Nebkameh Aqung, senantasa berkomimen unk
mendukung pelaksanaan whisl blowing System lersebul secara balk dan
Mmaksimel dalam rangka meuckan Pengadlan Negen Blora menjad Wiayah
Bebas Korups (WBK) dan Wiayah Birkras Bersh dan Melayani (WBBH)
Peleksanaen lersebul sebagamena Kelenuan dalam Peraluran Mahkamah
Agung R Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(hit Blowing Systm) i Mehkamh Agung dan Baden Peradlen Dibawahnya

Salah salu dan pelaksanaan WWBS adalah menerima dan menindaklanjut

S

!
|
| /

PR
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Menimbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB

Nomor W15. U3/ 677 | KP. 02.10/7 / 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Martapura
yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi
wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun
pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya

benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di
Pengadilan Negeri Martapura
b. bahwa dalam forum Rapat Pimpinan dan Pejabat

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Martapura telah diidentifikasi bentuk,
jenis, dan sumber potensi benturan kepentingan yang dapat terjadi di

lingkungan Pengadilan Negeri Martapura;

c. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan
penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan

Martapura;

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

2. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya
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6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

LAPORAMN KEPATUHAMN E-LHKPMN PT DAMN PMN SE-INDOMESILA
PER - 7 FEB 2020

Mo. Sub Unit Kerja Kepatuhan (%) | Range Kepatuhan PT

i PEMGADILAMN TINGGI ANMBOM 100,00%: B0%-100% 1

DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR E-LHKPN TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

NO NAMA JABATAN STATUS STATUS LHKPN TANGGAL
PELAPOR LAPOR
1 MOHAMMAD YUSAFRIHARDI KETUA SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
GIRSANG, S.H., M.H.
2 TANTY HELEN MAMNALU S.H., M.H. HAKIM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
3 SANGKOT LUMBANTOBING, S.H., HAKIM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
M.H.
4 DHARMA SETIAWAN, S.H, CM. HAKIM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
5 ALBON DAMANIK, S.H., M.H. HAKIM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
6 WIRA INDRA BANGSA, S H. HAKIM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-12-2079
7 KATHARINA MELATI SIAGIAN, S.H., HAKIM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-12-2079
M.Hum.
8 DIANA GULTOM, S.H. HAKIM SUDAH LAPOR TERVERIFIKASI 15-01-2020
9 NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH., HAKIM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
M.H.
10 EVALINA BARBQR}:\ MELIALA, S.H. HAKIM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-12-2019
JMKn.
11 JASMIN GINTING, S.H., M.H. PANITERA SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 24-01-2020
12 NELLIATI SEKRETARIS SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
13 ERI AGUS SAHPUTRA, S H. PANMUD HUKUM SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
14 ROHAMMNA PARDEDE, S.H. PANMUD PERDATA SUDAH LAPOR PROSES VERIFIKASI 31-01-2020
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DAFTAR PELAPORAN E-FILLING PAJAK
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

KELAS I B

1 |Dadi Rachmadi, S.H., M.H. Ketua Sudah
2 |Indrawan, S.H., M.-H. Wakil Ketua Sudah
3 |Mooris M. Sihombing, SH., M.H. Hakim Sudah
4 |Elizabeth P. Asmarani, S.-H. Hakim Sudah
5 |AdilHakim, S.H.,M.H. Hakim Sudah
6 [H.Ating Budiman, S H., M.H. Panitera Sudah
7 |lsmeturrokhman, S. Sos. Sekretaris Sudah
8 [Ahmad Baedowi, S.H. Panitera Muda Perdata Sudah
9 |[Ruswan, SH. Panitera Muda Pidana Sudah
10 |Robidi, S.H. Panitera Muda Hukum Sudah
11 |Yayah Suharliyah Kasub Kepegawaian & Ortala Sudah
12 [Maryono Kasub Umum & keuangan Sudah
13 [Sukana, S.H. Kasub PTIP Sudah
14 |Warsono Panitera Pengganti Sudah
15 |Rustati, S.H. Panitera Pengganti Sudah

131187




VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Merupakan upaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik

pada masing-masing

1. Standar Pelayanan

MAKLUMAT
PELAYANAN

DENGAN INIKAMI MENYATARAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PERADILAN
DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPRAN,

DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI
STANDAR PELAYANAN TERSEBUT
KAMI SIAP MENERIMA SANASI
SESUAI PERATURAN YANG BERLAKUL

pemerintah secara berkala sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS | A KHUSUS
NOMOR: W22:U1/ 987 /HPDT/10/ 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS | A KHUSUS

L a

o,

=S oo W o

~

Bahwa Untuk Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap
Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan
kualitas terhadap Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan amanat
UUD 1945, UU No. 25tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan
berbagai peraturan terkait lainnya ;

. Bahwa berdasarkan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik,maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan
Pelayanan Publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publit ;

. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka

pemenuhan  keoutuhan pelayanan  bagi Masyarakat khususnya
pencari Keadilan yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung
dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan
Perundang-perundangan dan prinsip-prinsip Pelayanan Publik ;

. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan perlu

menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat dijadikan ~ acuan
dalam menyelenggarakan dan memberikan Pelayanan Publik bagi
pencari keadilan dan masyarakat ;

. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf ab,c, dan d

maka perlu ditetapkan dalan Standar Pelayanan Publix pada
Pengadilan Negeri Makassar Kelas | A Khusus ;

Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan
Informasi Publik ;

. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman RI

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim ;
. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi Pengadilan

{Buku I);

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Angung RI Nomor : 1-144

Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :

076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan
Pengaduan Pada Badan Peradilan ;

Keputusan ~ Ketua Mahkamah  Agung RI Nomor:
026/SKMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
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AANAN PENCOUAN NI

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 076/KMA/$K/V1/2009,

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN

By Postikan Pengaduan Anda Memuat Identitos terlapor (Hakim/Pegawal Yang Diadukan.
Tingkat Jabatan dan Instansi yang ber-sangkutan).

Wmmmmull’ehporm

dah MA dengan
anda untuk mengetahul penanganan

1. Ketua Pengadilan dimana terlapor ber-tugas, atau
2. Ketua MA-RI, atau
3. Ketua Muda Pengawasan MA-RI

1. Meja Pengaduan di setiap Pengadilan MA-RI
2. Mengisi Formulir online di, www.mahkamahagung.go.id
3, Mengisi Formulir online di, www.pn-pasarwajo.go.id
4, Melalui pos ke alamat pengadilan yang bersangkutan atau MA-RI
5. Melalui Kotak Pengaduan yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kelas Il Pasarwajo

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT :

PENCADILAN NEGERI KELAS Il PASARWAJO
JL. PROTOKOL, LINGKUNGAN KOMBELI, KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON
website : www.pn-pasarwajo.go.id, email : pengaduan_pnpw@gmail.com
Silahkan Laporkan Pengaduan Anda
Ke Nomor Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Kelas Il Pasarwajo
Ke Nomor Handphone : 08114094698

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA
PERDATA GUGATAN

PERSYARATAN

2 Membawa asl; surat gugatan beserta softcopy
gugatan delam CO (Compact Disk) dan salinan
surat ugatan sejurmlah Terqugat dan dilampiri fato
KTP Penggugat.

b. Asli surat huasa (apakila memberiken kuasa kepada
penasihat hukum) dilampiri fotocapy berita acara
sumpah dan kartu anggata.

¢. Membayar biaya panar perkara,

MEKANISME DAN PROSEDUR

2 Penggugat menyerahkan ashi surat gugatan
dan salinannya ke meja PTSP bagian perdata..
b. Petugas menelit kelengkapan berkas.
¢. Petugas menaksir biaya panjar perkara.
1. Pemohany/Kuasanya membayar biaya panjar perkara.
e. Petugas memberikan nomar perkara sesudah
menerima res! pembayaran dari pemahon/ kuasanya.

WAKTU PENYELESAIAN

(5 (Ljma Belas) menit,

PRODUK PELAYANAN

2 Penggugat/kuasanya menerima bukti pembayaran
biaya panjar perkara.

b. Penggugat/kuasanya menerima satu salinan
qugatan yang sudzh diberi nomar perkara.

BIAYA

Panjar perkara dihitung berdasarkan 5K Ketua
Pengailan Negeri Balikpapan nomar
WIB-UZ/300/HK.02/03/ 2013 tanggal 29 Maret 2019
tentang Perubahan Panjar Biaya (VOORSCHOT)
Perkara Perdata Pada Pengadlan Negeri Belkpapan,

PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- SIWAS : htps://siwas mahkamahaqung go.d/
- EMAIL: pr balikpapanityahon.co.d
- Tertulis melalui pos ke alamat:
Pengadilan Negeri Balikpapan
I Jend, Sudieman No.738 Bafkpapan
- Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Balikpapan

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS 1A
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NOMOR SOP o 234IDJUIOT 013022019 § &
TGL, PEMBUATAN | : 15 Februari 2019
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
MAHKAMAH AGUNG R,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jin. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
NAVA S0P ckiohibid
Kt
Panmud ratan/
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA P | Hukum Puratapn | Wikt | Oupt
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. 82 1. [ Venerima dan I Data diri pomohon, 15 |Kelengkapan
Kekuasaan Kehakiman; 2. StHukum Heary-basiroW T e [ oo
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang am dan kelenghapan R pomelong slkironk yang
Mahkamah Agung RI; 4. SMU Sederajat data porsyaratan dentitas sudah dichecki's
3. Paraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 oo s (KTP Paspar Sil)
tentang Organisasi dan Tala Kerja Kepanteraan dan SKCK
Kesekretariatan Peradilan, ;: elektron
4, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun | Buku register
2016 fentang Permohonan Surat Keterangan Bagi gqu
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di 7 [Wemberian T T Toeras
Pengadilan ‘ mﬁ'ﬁln-w / pemohon w
5. Sural Edaran Mahkamah Agung Republk Indonesia e > pAslden e Y
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberiakuan SEMA \ surat
Normor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Sural | =
Keterangan. Ya Kl
; | sl dan
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradian | salinanfotocopy
Umum  Nomor  77/DJUISKIHM02.3/212018  tentang SKCK
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu | -m'm
(PTSF) [ posyaraa
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan LATK g
Umum  Nomor  44/DJUISKIHMO2 3/2/2019  tentang 3 mmw FPemohonan surat | 15 | Konsep surat
Pemberakuan Aolasi Surat Keterangan Elektonk g Mg | oot |
(eraterang) i Lingkungan Peradilan Umum Ej‘ Kelerghapen
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 p:Knylm
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis oA
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada & Surat mr:;:n” '.'i.‘."‘,:"n,s."n"' n‘:um mm
Mahkamah Agung dan Badan Peradian Yang Berada di olekironik pd:: L elekironik cm“-:h
memberi K
Bawahnya. mwm : mﬂm
KETERKAITAN : PERALATANIPERLENGKAPAN: —:'T"KW"‘ elengkapannya
: . 1, Alat Tulis Kantor (ATK)
1. SOP Keparteraon Psdet Ununusus dan Pdana 2. Buku Register Pendaftaran Surat Keterangan Elektronik
Umum/Khusus 3 Komouter 5. | Menerima dan L« FKonsepSurat | 20  (Surat keterangan|
2. S0P Sub Bagian Umum dan Keuangan o member ar Ya \elwangan | Ment eiktonic
4 Pnpter Konsep surat elektronk yang \yang sudah
Catatan : disesualkan dengan kondls! pengadilan g JS:;'"“" . elektronk m e
. Scanner LATK
L] ni L
PERINGATANICATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN prirs e S |
dlokironk sudah diparaf budah dtanda  [tedentu
Buku Reglstrasi Surat Keterangan Eleklronik, FATK fangani m -
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat 7. | Mencatat Surat - Surat keterangan e
keterangan tidak terlaksana dengan baik m i :I:Kdmnk :‘s“ Surat keterangan
buku register i Halam regster
8| Memungut dan Permononan surat a : [ Disetor PNEP
menyetor ete wakt
m clﬁ':.onn':n ! " mm:n
Pajak PNGP) e P
wmmm
9. Menyerahkan Sural Surat keterangan | 15 Tanda terima
keterangan — elekironik Menit | penyerahan
elektronkk surat
Kepada Pemoton Kelerangan
eloronic
10. | Mengarsipkan SainanSurat | 15| Arsipsurat
berkas keterangan Menit | keterangan
mh:nm elektronik elektronk
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R 0542)-762767 JI. Jend. Sudirman
\ P E N G AD I LA N N EG E RI B A LI K PA PA N pn.balikpapan@yahoo.co.id ﬂ No.788 Balikpapan
5 JI. Jend. Sudirman No. 788 - Balikpapan
Telp. (0542) - 762767 , Fax. (0542) - 761661

Beranda Tentang Pengadilan ¥  Layanan Publik ~¥  Layanan Hukum ~ Berita ¥  Delegasi Hubungi Kami

Home > Rapat > Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PTSP dan Meja Informasi pada Pengadilan Negeri Balikpapan

Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PTSP dan Meja Informasi pada Pengadilan Negeri
Balikpapan

® 15Januari 2019 & admint & Rapat W integritas, rapat

MONITORING DAN EVALUASI

“pf:'.'.‘;i.“:L“.Zl?.’::;‘.. PTSP
PENGADILAN NEGERI MANNA

Manna, 03 Januari 2020
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2. Budaya Pelayanan Prima

SOSIALISASIPELAYANAN PRIMA OLEH PETUGAS OPERASIONAL JASA LAYANAN (OJL) KANTOR WILAYAH BRI

Diterbitkan: Rabu, 02 Mei 2016 06:01 | Cetak | Emall | Dilihat 274

BANDAR LAMPUNG | G2 Mei 2018 pada Pengadifan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A mengadakan Kegiatan Sosilisasi Standar Layanan Frimea bagi Aparat Pengadilan
Khususniya Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadiian Neger! Tanjungkarang Kelas (A yang diberikan oleh Petugas Operasional Jasa Layanan (QJL)
Kantor Witayah BRI Ates Kefjasama Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kanwit BRI Lampundg dan BRI Cabang Tanjundkarang
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FPelatihan/Sosialisasi Budaya Pelavanan Prima (Excellent
Jcru.ce)

'nmrnmm PRIMA ( FXCELLENT SERVICE ¥

G SOLOK

= di Ruang Sidang Pengadilars Negeri L] D
Peliatihan/Sos sl Budaya Pelayanan Pr o dengan narasemiber dari SBank BRI Cabang Solok. Xogiatan inl hermaksous untuk
meningkatian temampuan Petuc Keamanan (satpam) dan Fron: Office Pelavanan Terpadu Satu Pinta (&7
Nemberikan pelavanan terhadap massyaratal. Berbage aspet penting mengenai selavanan orirmes dipspaerian cleh narasso
doengan Tingan dan santa Permainan peran role plan) pon dilabkukan oleh narasember can peserta keglatan agar
mermafharms dengan lebanh mucah.

Sosialisasi / Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Implementasi 35

Ditulis oleh Super Admin | &2 E-mail

Kallanda digelar Sosialisasi / Pelatihan Budaya Pelayanan Prima (Excellent Service) dan Implementasi 3S (Senyum, Salam, Sapa). Acara ini dihadiri
oleh seluruh Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural Fungsional, Staf dan pegawai Honorer.

Dalam acara ini, Pengadilan Negeri Kalianda menggandeng Konsultan Service dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kalianda untuk memberikan
materi tersebut. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pihak perbankan adalah pihak yang sangat mengedepankan prinsip pelayan prima bagi
customer.

Selain memberikan materi berupa pemaparan teori, Konsultan BRI juga secara langsung memberi pelatihan dan arahan secara verbal / praktik kepada
beberapa petugas pelayanan di Pengadilan Negeri Kalianda, khususnya kepada petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan tenaga
pengamanan.

Acara ini selain bertujuan untuk memenuhi evidence Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi, juga sebagai wujud komitmen dan
keseriusan Pengadilan Negeri Kalianda dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, saat ini seluruh
Pengadilan telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tentunya PTSP harus tampil
maksimal, baik dalam hal ketepatan dan kecepatan, juga dalam hal sikap dalam memberikan pelayanan.

Harapannya, setelah adanya pelatihan ini, petugas PTSP pada khususnya dan seluruh elemen pegawai Pengadilan Negeri Kalianda pada umumnya
dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. (PTIP-red)
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Seni; 2Eebns 2000

Pengadilan Negeri Sarolangun

Komplek Perkantoran Gunung Kembang - Kabupaten Sarolangun

Beranda | Tentang Perk o ayanan Publik | ayanan Hukurn T sparansi  Besitz HUbUNGE Kami-

POS BANTUAN HUKUM ¢
(4
S D>

POS PELAYANAN
HUKUM

Pengadilan Negern Sarolangun menyediakan layanan bebas B Scus:

2,

b L3 dan I bant huk ba 5 kat Sbagym
iaya perkara dan layanan bantuan hukum bagi masyaraka ‘Q"T |““

et momou PENGADILAN NEGERI SARDIANGUN = .y s s 5

( https_ /Awww pn-sarolangun._go.idflayanan-hukum ) Kompleh Perbantoran Gunung Kembang Kabupa Sarolangun
Teip Fas -0 IS Eode po 1, Emad - sarolugra_pods - Po-saoiaagus

° \'O
g

Beranda > layanan hukum > prosedur barperkara > prosedur gugatan

Prosedur Gugatan untuk g Prosedur Gugatan &

Direktori Putusan Kepentingan Umum Perwakilan Kelompok (Class

85 Category prosecur gugatan Action)
Informasi Penelusuran Perkara
5 Category prosedur gugatan

Jadwal Sidang

Petugas Pelayanan

emingau

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pus; an Informasi dan P fuan pa Pengadilan Negeri Dataran Hungpe
Terobosan Pelayanan Pengadilan Hunipopu bas yang ak

ala permintaan inforer . an di Pengadilan Negeri Dataran Hunip

0822-3945-2910

Kirim Pesan via WhatsApp

Mengapa WhatsApp? Karena masyarakat sekarang lebih dekat dengan WhatsApp dar pada media & k Fnrvya e 3a

digunakan), Cepat dan Responsive, tidak perlu mendaftar. Serba simple pastinyas

®

pn-dataranhunipopu go.id
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Era Baru surat Keterangan Validasi Terhadap Keaslian

Surat Keterangan
#5 LAYANAN

L A .- (é\g KECEFRIAN
TRls . L unw @ vLoms

PENGADILAN NECEREHE

5 2 8 @ O =

Pengadilan Negeri Banda Aceh
17 Jun pukul 11:44 + @

Mulailah Berperkara Secara online dengan
menggunakan e-court untuk menciptakan
peradilan yang modem 5 5 ¢

e L

SRR

ERA TERANG' ¢

Surgt Kefbrangan Elektronik Direktorat Jenderal
Unum

.
GO
0

Im not a robot

F""' ’:’f;h‘[p ) o Lupa Password? & Reset Password

' ¥ 4[ Kirim Ulang Aktivasi? & Kirim Aktiva

Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada
Pengadilan Negeri

00 Fauzan Ayahraja dan 3 lainnya
Belum menjadi Pengguna ? Daftar dengan

atau Daftar denga

7 Suka (") Komentar £ Bacikan
i 0 (
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PEMBER AH REWARD KEPADA PETUGAS MEJA PTSP DAN TEAM PEMBANGU!

ZONA INTEGRITAS

Da'.mqu Raye, 30 September 2019 | D et d - K s ! jangta Sa
MOCHAMAD MATTA, SH, MM, coisr. Metlus Laosrt ; lays e

Apel Se~in Fagi memberkan Reward kepada Pecus s Yair
Peloges Mee 2722
Mersis Sbarsn, S

3 er: Lamurg, o

5™ ""-\";.'-“" e * el e ot
He SH. M=

Z De. Ancoeas Eno Tirtakuzuma, S M
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Layanan bagi pengguna terdaftar untuk
pendaftaran perkara secara online,
mendapatkan taksiran panjar biaya perkara
secara online, pembayaran secara online
dan pemanggilan yang dilakukan dengan
saluran elektronik.

Dasar Hukum

p» Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2018

) SK Dirjen Badan Peradilan Umum
No.271/DJU/SK/PS01/4/2018

e-Filing  e-Payment e-Summons

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS | B
JI. Gatot Subroto No. 74, Karangsari, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
http:/lwww.pn-lumajang.go.id

PELAYANAN PRIMA, PUTUSAN BERKUALITAS

Ientang Kilc

LEMARANC DI FENCADILAN WECERI

A agaran A AJ(PU

v an dan

LAL ADE LAt =  peneri Per -

¢l

LAYAMAN MACYARAKAT PADA WARI SASTU

S Hari Ssabtu

= Jam Layanan : 09.00 s.d. 12.00 WIB

% Kecuali Hari Libur Nasional
{Layanan Tutup)

o~ Penyitaan
~~ Penggeledahan

o Perp
Izin Besuk Tahanan™

Surat Keterangan (E-Raterang)*
Pendaftaran Surat Kuasa®™
Perjanjian Bipartit™

ccataan : servaan

KAMI STAP MELAYVANI ANDA

£= Jangan Lupa it
D. dan

Rl

S COOAONCERCE GO0
= & ' o >

3 COSICOENAC CIRCEN) SOOI

NGNS CEFAY. EFrExvir, RAman, 10020 e

Motto Lo

Halo PN

al PNl v Pl foonst car o kg s o o prkir yang o Pl
e A e 1 4 hrus el TSP el dtng ngsung e Ko P A, eip i el splas Whatas
Wesenge, i masalt g sty o mencapttan o g Umum d et g ad i Aoya

ficary Online

PENGADILAN NEGER!
ATAMBUAKELAS 1B

PUNYA PERTANYAAN SEPUTAR PENGADILAN ?

1 MELALUIWHATSAPP

o

DAL .
e

BIAYA d

1T o b
Ity
I g
o Yo b

@i’,‘ 1. 4661014,

Tita Cara s Aplki
1 Wl A Whathops Messenge
Temodnkan o Konte 0313 3666 - 377
« Bk Aphas WhatAps Messengey

« Ml percakapan
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3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI WATES

Survel Kenuasan Nasyarakat Terhadap
Pelayanan Publik Pencaditan Negeri Baturaja

Salah Satu l|lpaya Pengadilan Negen Batugja
untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik
adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat

kepada pengguna layanan publik herdasarkan |
PERMENPANRE RTNomor T4 Tanun: 2017"'\ .
/5P y

melalui aplikasi Survei Pengguna Layanan / SUPEL ‘
Nﬂﬂm




PENGADILAN NEGERI _BONDOWOSO

LAYANAN

v/SURVEY

KEPUASAN MASYARAKAT

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPS| PADA PENGADILAN NEGERI METRO
ELAMA ANG DI PENGISIAN KUESIONER INDEKS PERSEPS! KORUPS! DI PN METR

ONLINE

~/ISURVEY ©

Indeks Kepuasan Masyarakat

IS1 FORM KUESIONER - KLIK DISINI

Copyright ® Pengadilan Negeri Metro. A
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INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS 1A
SEMESTER 1 TAHUN 2018

NILATIKM

NAMA LAYANAN:

39

RESPONDEN
JUMLAH £ 100 Orang
JENISKELAMIN L= 77 Orang
P=230rmg
PENDIDIKAN ~ : 8D = 20rang
SMP = § Orang
SMA =18 Orang
DI =12 0rng
S =531 0mng
82 = 90nng

Periode Survet 9 Mei 2018 .4 20 Juli
W18

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASY ARAKAT

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG

PADA PENGADILAN NEGERI DOMPU

Megats Setamal by vadevem wll Marys Negars dan Sl d avid vevercd i Muk Gae Gl e
Ounarye el hmanghe dejenen UEL yng twrgdes Arural Usdangirders Ouasr N

Raploh Ddwwss Tawn IMI. Marbogen) lpemapas mavashd due pdajeier 0uSk yorg
Jlabdoe poaluies Mamw p B mwrupebe guia yeng N Becscn wiby dese
Prapaat 2o Wnlidar satit uhh waltpe e s S B OELS. Noe Ny eI aten paken e il Selece
e LA Dt dutis Ll den menone paeved e pedianet S meud e Aec-ess

SANNNANNN

L perat et dan horporid peg Dl sl Jrtak vannder paridancen Deg Wleg mate e
LI LalT ML AEG el AR, et paTahIL el ae B e v N
® L al o Pl Pk Sgaris

N

PEelr an AL par ENARUIEINA UG Sape areectdlen Useve Suleyerar Lupacs masietetal
A2 avve Pumarttad e tiin Undaogdhseng Nuter 22 Tahun 2000 Lestang Poepenar AASR vy
Glaiilar colorer Sw pdd vt ol CaWT P Bectet Sulafarer PL00 bocels Ve o abd. Suvyvege s
Yerg St Calers Undanc-Uridens Narer 25 Tatun 2006 wlaleh stlop s oyl agust s megars

Arpural, tage pdpade vers dhei belawien Dderc-Unlde Ut oyl pdeyere
dl S U bechan Pl Ly verg SRunS w s e s K byl pehena) path

L)
- 0

L !

B L e T e N T I e R TR PR S P R )
el et et Ay ke phnn il DM e e perenl NI et Ledd wling A fecae

A rdadad e bacarny o dwyatag prgeren ASTERNET pai) henkaban Gt errbeyggne

vy 0 o dih

ki onve 2omirla® acrboiin, rorootiel) 00 regiaho i Fogparen Mtie porube
3ave kDila porgoutd SU mardhd vl Actolmn movoreAl el Leanin pulbh veng
dboien Nano

SR M byorapn Condr ONGE Moot MU SOoMoin A3 mpciusrhar
AaUioran Mora AN KE Nree 18 Taver S0 letding Fodares Sorve Soomara Masseuhil tedes
AT viirg gl am Mk nan U

el mergoey Lalie odemn b ong oanpets W' wic POt ddar perpviengus se
Pty verg Bt Capet Sehan Jegan pnlebisred o bepemer ey e sbd. Seagellen Nege
Dunzy yarc oerupuhan sleh sl ey Layarat Pl olas Caser 55 Nabas Parguien Reges Durrpe
Aoy WSLY Q3 SUTHALA, lerteged 21 Septarher 2000, mersiviatban St neebaill T
Wilh wralastan Saredd Dndohn Magnaaan Mewpatelal Tutudup Purveltcgatas) Segiauwn PRk pele
Pupedien ‘woer Darge, wild Sl Destlar Mrmirsl Dedes Peeller Linum Mdhand Ao U
A S20'DRPS 0040008 vaghlan Sorvd Ddns fegaaiar Mapasha Teba J000 M4 Sdsader
pals parode e Sapterier "gge Oltutar 2000

i S e Dpe Rl Gorvet Duivh Keyaunas Matgnabat Zovugarw Peruaciun vang tech
Lol 1D fopaddi) ey Bewhop ol

L Frsade

i Mot

7. ekt By pdrwit

< Dn | Tt

L P L

A Gt Peldonn

Beviohi rbhw

B Vaudioot Seiaperme

A Pramrgwnn Fergutiey Sew den Mevden

147|187



Waktu Pelayanan

Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 173 orang res
yang dilaksanakan pada bulan 01-07-2019 sampai dengan 27-12-2019 dengan menetapkan target Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86% (delapan puluh enam persen. Mayoritas responden ini berumur 29
tahun sampai dengan 39 tahun tahun dengan jumlah 73 orang dari total 173 (42.2%). Mayoritas Pendidikan
Terakhir Responden disini adalah $1 yang berjumlah 76 orang dari total responden 173 orang (43.93%).

4

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN
NEGERI INDRAMAYU SEMESTER 1II 2019

J - WARN e

ponden yg di ambil secara simple random sampling
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KompetensiPelaksana
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BT TPANJUNG KARANG,

‘. ’
';‘%1 PENGADILAN TINGGI
L)

PENGADILAN TINGGI
TANJUNGKARANG

A e S0 TANJUNGKARANG
s MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA .. ROLE MODEL
s e DAN REFORMASI BIROKRASI S R R

TANGGAL 30 JANUARI 2020

Memberikan Penghargaan Kepada:
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat:

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Sofia Dewi, S.E.,, M.S.Ak.

DALAM RANGKA PELAYANAN Jakarta, 10 Desember 2019 Hi. Charis Mardiyanto, S.H., M.H.
TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN DALAM RANGKA PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG Menter‘ TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN
MEMPUNYAI MOTTO : PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Pendayagunaan Aparatur Negara R
dan Reformasi Birokrasi

I i Qe Tperini ST DT

D .08 A 0 .60, Tiah,o Kumolo

S I Bt | e T D
N Y1591 SN SR 5008,
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A

ANDA MEMASUKI KAVWASAN

ZoNA INTEGRITA

WILAYAH BEBAS KORUPSI (WEBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WEBEBM)

DI PENGADILAN
‘B G
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WBIK
BN SURABAYA

PIAGAM PENGHARGAAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 02/ PIAGAM PTSP/PN /2018

Diberikan Kepada :
Pengadilan Negeri Surabaya
Kelas IA Khusus
Sebagai :

JUARA II

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Lingkungan Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta, 3 September 2018
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Dr. H. HERRT SWANTORO, SH., MH.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti
Penyuapan disosialisasikan pada hari Senin, 26
Maret 2018 oleh Badan Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri
Surabaya dipilih menjadi sistem piloting. Kegiatan
ini mengharapkan budaya jujur bersih, transparan
dan patuh sesuai dengan Inpres Nomor 10 Tahun
2016.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini
diharapkan dapat menambah sistem
pengendalinan di Lingkungan Pengadilan Negeri
Surabaya untuk meminimalisir ekonomi biaya
tinggi dan meningkatkan kepercayaan
kenyamanan publik.
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BEFORE

PELAYANAN MELALUI
SISTEM LOKET

FASI LI1'A£§

BEFORE

RUANG TAMU TERBUKA

FASILITAS

BEFORE

AFTER

PELAYANAN MELALUI PTSP

RUANG TAMU TERBUKA

RUANG PERS RUANG ADVOKAT
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TOILET DIFABEL LOCK DOOR / ACCESS SYSTEM KURSI RODA

RUANG TUNGGU ANAK DAN
SAKS|I KORBAN

RUANG TUNGGU SIDANG

RUANG SIDANG ANAK
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PN BEKASI

ROSEDUR VA
01 FEN,

\ W E-COURT CORNER
i l POJOK PENGAD]LAN ELFKTRONIK
-

MEDIA CENTER . / |
PENGADILAN NEGERIBEKAS!

S

162|187




ey e e o o e

Aplikasi Announce Mewujudkan WBK Bangun Zona Integritas, PN Bekasi
— WBBM di PN Bekasi | arest raws Lakukan NGOBRAS | varesTnews
— om = o . — i -

1 SN
Danchin Brebes yota
Menjetang

Leaa 2 Anggota
Ponaiun

Sultra, Terkait Kieipst Odna Dewa
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ey g
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PENGADIEAR
- KLASH

Woarts Sidik — DM Bakast

PENGADILAN NEGERI BEKASI

APAKAH ANDA PUAS DENGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PN BEKASI?

Kemball

Silahkan pilih Kategori

Rakyat Merdeka Group

J radamorstop.co

HOME PARLEVEN NASONAL OPWI POUTIAMARTA WELRAN DASRAH VIAL BOIS SPORT KEVENTERUN BALUKOTA IOEX

@lome. Mool (tashes. P emsowl . KabeOmdm JgkOte Dus. CméeTV Q

HOME  NASONMAL*  OUANRAGA v  BOXREDASS!  PISTINA +

@ PolrestroBekasi Kota Inisiasi MoU Zona Integritas ¥4t

s 160203
e == M7y € iy (T r—" :
PN Bekasi Butuh Pers Kawal - : = =
Peradilan | i PN Bekasi: Pers Sangat Penting Kawal Peradilan Yang gm “m,‘,‘;{,'{:"ﬁy%m“" :
e . Ll TALK SHOW PELANGI NEGERIK BAHAS

Independen Dan Transparan Mongacapban
DEMOKRASI

T Mo o
“P’nnnmﬂ_
™
Th B b T

bl s s
0 dmmuian

C A
&. &;M%

«- 10800

BEKASI - Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol. Indarto menyebutkan,
Memary of Undertansding (Mol)

Menpakan saah satu uaya utuk membangun semangat ingkungan bebas

korupsi dantefoga.

RADAR NONSTOP - Menggelaracara Coffee Morning dan Diaog Interaktd bersama
ANPIDPC Beksi Rayadan PH BekasiKelas 1A Khusis dengan Tema Peran Meda
Pers dalan mengaval proses peradian yang independen dan transparan i Griya
Vlan Sar, Kot Bekasi Jumat(1841]

i
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WBK
BN TANC

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

m INDEKS PERSEPSI KORUPSI
Pilih untuk g
UMUR: PENDIDIKAN TERAKHIR:
< < % - 3
A s - B N N S
I ¥ Y 12 B o = e 4D & il
<30thn  31.50thn  51.65thn  >65tn Sekolah = S - B> # e =
JENIS KELAMIN: PEKERJAAN:
o - - - sl - .
g A ) ¢ i
®* o A T F a« - N
Laki-Laki Perempuasn PENGACARA PEDAGANG PETANI PNS NI POLRI Karyawan PENGUSAHA Lainnya
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Sosialisasi Publik Anti Korupsi
Terhadap pengguna jalan

RO = (R U

>

PPN SO Peninghatan Kualitas SOM

TEAMBULONG M § «-\?l
w

Pengadilan Negeri Tangerang
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WBK:
BN SURAKARTA

I PENGUNJUNG SIDANG DAN TAMU PIMPINAN PENGADILAN

Sebelum
Pengunjung sicang Gan tamu yang Dermaksud menemul Pempinan Pengaddan cukupd melapor petugas Diket

Sesudah

Fenguajung sidang can tamu pimpinans pengadilan didatas & mejs plhet dan meninggalsan kartu identitas Drbadi
Remudian oleh petugas piket dibert hartu tands Dengenal el DO MASING -Masing

.

| RUANG RAMAH ANAK |
| SEBELUM |
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BN VOGYAKARTA

KAPAS-10
CO-WORKING SPACE

Workspace for the Modern Professional

MEDIA CENTER PENGADILAN NEGE YOGYAKARTA

APA KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN KAPAS-10
CO-WORKING SPACE

FASILITAS

ITU APA SIIH??

KAPAS-10 CO-WORKING
working space yang dim

SPACE merupakan co-
ngadilan Ne
unakan pengguna layanan

Yogyakarta yang dapat d

pelayanan masih dapat bekerja.

Menghindari useless time —
Bebas menyelesaikan project atau pekerjaan di co-
working space
Networking dengan komunitas penasehat hukum atau
pengguna layanan
I—=—"1

Upgrade skill
Ngopi santuyyy....
Free wifi

SIAPA SAJA YANG BOLEH
MENGGUNAKANZ

Jika kamu adalah pengguna layanan
Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik
P dangan maupun PTSP nget

space Ihoo!!

Co-working Space

Meecting Room scbagai tempat temu I A
partners / klicn maupun sharing knowledge
Media center : publikasi program Pengadilan
Negeri Yogyakarta

Frceo wili

Honesty Coffee Shop

RULE / PERATURAN

- Jujur
Silent ponsel / gadget
Tenang / b
Sopan

Jaga kebersihan

www pn-yogyakota. go.id

KAPAS-10
CO-WORKING SPACE

Workspace for the Modem Professional

-~
*.
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Before

After

Belum ada publikasi / sosialisasi kepada
masyarakat umum

Sudah ada publikasi / sosialisasi kepada
masyarakat umum
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WBK
BN MARTABURA

4
B e
UMUM & K='ra

Aedzrrzcad L Rrlorrey Ao
PENGADILAN NEGERI —r) i

‘ 10 BUDAYA MALU

T eTea r T DT . ot

Ndlzrrrcrd L Xalewrrgy 2
PENGADILAN NEGERI

MARTAPURA

|

MARI BUDAYAKAN

[RINCKAS )
( RAPI_ )
[ RESIK )
[ RAWAT )
[ RAJIN )

1. MALU DATANG TERLAMBAT

2. MALU TIDAK BERPAKAIAN RAPL

3. MALU PULANG LEBIH AWAL

4. MALU TIDAK MASUK KERJA

5. MALU SELALU SERING 1ZIN

6. MALU BERPAKAIAN DINAS
TIDAK SESUAI ATURAN.

T MALU BEKERJA TANPA
TERPROGRAM.

8. MALU PEXERJAAN TERBENGKALAL

9. MALU TIDAK BERTANGGUNGJAWAS

TERHADAFP PEKERJAAN
10. MALU TIDAK BERTATAKRAMA

DAN BERSOPAN SANTUN

SAT B AR AL A AR B PR AR 2
PENGADILAN NEGER!I MARTAPURA KELAS 1B
TELAH MELAYANI PENBSUATAN SURAT KETERANGAN SECARA ELEXKTRONIK

Vishan Permohonan Anda Melalui Sitas:

,. craterang
MMM

Pengadilan NegeriMartapura

H.o Ao Ne. 32, Martopura Note,
Aosbsporten Boajor Kolimontem Sclatan _
F2> e asariopers o b T -
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Before ’ After

Lobi Kantor tidak steril karena tidak ada

pintu Kantor sudah dalam keadaan steril

Fonda e su ks
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WBK:
PNOMIUARA ENEV
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GRATIFIKASI
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FOTO SESUDAHADANYA POS SATPAM

FOTO SEBELUM

FOTO SESUDAH

FOTO SEBELUM

FOTO SESUDAH

— _—

INFORNMASI DAN PENGADUAN
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Penqadilan Neqeri Oelamas
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o Liked by deckyasnitbani and & others
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WBIK
BN MOJOKERTEO,

A

. “ -
) PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO () nAnscams W "
| JL A BASUN! NO. 11, MERGELD, S00KO, L

o MOJOKERTO, JAWA TWUR #1381, TELR. Nﬁ’dilﬂ

RABU, 20 PRBRUAR) 2010 - 1337

SILAHKAN AMBIL NOMER
ANTRIAN

PENGADILAN NEGER\
MOJOKERTO

GRATIFIKASI
PUNGLI

Service Excellence

v during difficult times”
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be ri"aia]’i AR . COIE PERIS TRVES POLITIK PERMERINTAHAN HUKUM & KRIMINAL EKBIS
BE=21-91. 1}
HUKURM & KRIMINAL

Menuju WBK dan wBBEBM

PN Mojokerto Dekiliarasi Pencanangan
Pembangunan Zonmna Integritas

Senin, 18 Februari 2019, 1905 vWiB
Reporter : Misti P
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PENGADILAN NEGERT KEDIRI
JI: Dr, Saharjo No, 20 Kediri

LAPORAN KEUANGAN PERKARA PERDATA
BULAN AGUSTUS 2019

e |
- Powiman | Pengohamn

2 3 [

=
=]

[SoomalSdbo W2IS Ry W2
Penerimaan bulan ini Rp. 49.147.000
Pendafaran .

Panggian

|

Peneseman
Sta

ez

B 57 g

Pemberitahuan |
0 [BayaPenginan |
|11 | Laindain
12 | Metera
13 | Redaks ‘
14| Pengemban SsaPanjar 16882700
15 Sado ki Agusus 2019 WS4 |

LJ_ JUNLAH R AN R 0AOSO |

Tz

Kedir, 2 September 2019
Mengetahui :
K ADILAN NEGERI KEDIRI
A 0

[fo] Mgk
“lk\v;'
| ‘'

o Y i
" SARAH LOUIS S SH, Wum,
NP. 1965032 195212200

ZPAPN APp=0X

Bukti Pembayaran #PN KDR-122019KL4

Diterima dari No Pembayaran:
MOH. BADRUS 108450191912231016
Tanggal dan Jam Pembayaran:
Senin, 23 Desember 2019
10:28:37 WiB
Detall Pembayaran
Keterangan Status Jumiah
Panjar Perkara Sudah dibayar Rp. 376,000.00

#Bukti Pembayaran i sah, tanpa tanda tangan Kasir karena digenerale oleh sistem.

APLIKASI, TERPADU
PENGADILAN NEGERI KE

214
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